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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON TENGAH

bahwa dalam rangka Meningkatkan Kualitas, pelayanan Publik
ketaatan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat
serta untuk melaksanakan ketentuan pasal I ayat (1) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.15 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Standar Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaaan
Negara yang besih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724;
Unda‘ng-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang InfOfmasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indon?sia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik| Indonesia
Nomor 4843) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952;
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846); |
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor I1U,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan
Kabupaten Buton Tengah di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ‘5587) ‘Sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 11
tahun 2020 tentang Cipta Kerja Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

‘56017 sebagaimana ‘telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang,l Pelayanan
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan-l_Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6215J;

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 210);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Lembaran Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
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18.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu
di Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah
dengan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan atau Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80

‘Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 tahun 2009 tentang peningkatan kualitas
Pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan;
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penilaian kinerja Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah
Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian
Lembaga Negara;

Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 43 tahun 2021 Tentang
Pelimpahan Pedelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan |Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah;



MEMUTUSKAN :

Mengingat : PENYEMPURNAAN STANDAR PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PIN':I‘U'KABUPATEN BUTON TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: -

Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah;
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memlmpm pelaksanaan urusan pemermtahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom; :

Bupati adalah Bupati Buton Tengah;

Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selapjutnya

disebut DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Buton Tengah; |

-Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan Kepadapelaku usaha untuk

memulai dari yang menjalankan usaha atau kegiatanya;

[zin adalah dokumen yang dikeluarkan lnleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan
Daerah atau Peraturan Lainya yang merupakan bukti legalitas menyatakan atau
diperbolehkan seseorang atau badan hukum untﬁk melakukan kegiatan usaha

ter tentuy;

-Perizman berusaha ada}ah legalitas yang d1ber1kankepadapelaku usaha untuk

memulai dan mempelajari-usaha dan kegiatanya; |
Non Perizinan adalah segala Bentuk Kemudahan Pelayanan Fasilitas Fiskal dan

Informasi Mengenai Penanaman Modal dan Perizinan termasuk Penanganan

. Pengaduan sesuai dengan Ketentuan Perhndang-Undangan;

Pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non
perizinan yang-proses pengelolaanyé mulaidari tahap permohonan sampai ke tahap
terbitnya dokumen dilakukan melalui satu tempat dan satu pintu; |

Biaya pelayanan adalah segala hlaya dengan nama atau sebutan apapun yang
dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang dlke]uarkan oleh
penyelenggara pelayanan yang besarnya dan tatacara pembayaran yang telah
ditetapkan sesuai dengan peraturan dderah atau peraturan pemndang-gndangan

lainya;



' --_. " Pelayanan Publik adalah’ kegiatan atau ran,tg:i{aian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak- hak sipil setiap warga negara dan
penduduk ‘atau suatu barang, jasa dan atau pelayanan admmlstrasz yang di
selenggarakan oleh penyelenggara pelayanan pubhk

» Pengaduan masyarakat adalah penyampian keluhzin, informasi ketidakpuasan oleh
perorangan, kelompok atau badan hukum yang berkedudukan di penanaman modal
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehubungan
dengan adanya pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan standar
oprasional prosedur yang berlaku di Dinas Penanaman Modal Pelayanan _Terpadu
Satu Pintu.

BABII J
MAKSUD DAN TUJUAN

+

PASAL 2

Maksud ditetapkannya Standar F’elay‘anan~ (SP) jald_alah sebagai pedoman perizinan
dan tolak ukur bagi aparatur, seiuruh pihak termasﬁk_bagi yang berkebutuhan khusus
(disabilitas), kelompok dan badan hukum  atau penerima pelayanan dalam proses
penyelenggaraan pelayanan administratif di’ Dinas .Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu kabupaten Buton Tengah. '

Tujuan ditetapkan Standar Pelayanan (SP) adalah untuk
¢ Memberikan kepentingan hukum bagi masyarakat untuk mémperoleh 'pelayanan

perizinan dan pengaduan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman' Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah. '
¢ Mewujudkan terselenggaranya pelayanan berkualitas l
e Mewujudkan pglayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjfapg(mu dan
tepat waktu _
BAB III i
RUANG LINGKUP

PASAL 3

Ruang lingkup standar pelayanan pada Dinas Penana.lman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah (Perizinan,idan No?n Perizinanj Meliputi : ’
A Pelayanan Administrasi bidang Perizinan ‘.
1. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
1) Izin pendirian atau,satuan pendjdikan
2) Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Noriformal
Z. Sektor Kesehatan
1)  Izin praktek tenaga kesehatan

2) Izin kerja tenaga kesehatan- L 5



3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Izin mendirikan rumah sakit
[zin operasional rumah sakit:

Izin operasional Klinik ‘ oy
Izin operasioanl laboratorium kl‘i'nik umum dan khusus
[zin apotek ' ‘ '
[zin toko kesehatan

Izin Toko Obat.

Sertifikat Higienis sanitari pangan’

Izin penyelenggaraan ﬁengedélian sektor dan binaﬁng pembawa penyakit
Sertifikat produksi pangan inductor rumah tangga

Sertifikat produksi usaha kecil dan mikro tradisional

Sertifikat produksi perusahaan rumah tang{éa , alat kecantikan

Izin penyelenggaraan optikal _

Surat terdaftar penyakit tradisional

[zin usaha tukang gigi '

Izin Usaha salon kecantikan

3. Sektor pekerjaan umum dan penataan ruang

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

Izin Persetujan Bangunan Gedung (PBG).

Sertifikat Laik Fungsl, - i;
Sektor Lingkungan Hidup

Izin Lingkungan

Izin Pengelolaan ‘I,.imbah bahan berbah_éya dan beracun (Limbah B3) Untuk
usaha jasa ' '

Izin operasional pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Limbah B3) |

Izin Pembuangan limbah

4, Sektor koperasi dari usaha kecil dan menengah

1)
% 2)
3)

¥

4)

[zin koperasi simpan pinjam
Izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam '
Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembentukan koperasi simpan pinj'am

Izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam.

5. Sektor Perikanan
6. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
7. Tanda Daftar Usaha Pengelolaan Hasil Perikanan

8. “Sekor perhubungan

9. Penyelenggaraan angkutan orang

10. Sektor pertanian



11.
12.
13,
14,
15,
16.
17.
18.
19,
20,
21,
92,
23,
24,
25,
26.

(8

Izin Usah:é{ Perkebunan .

Izin Usaha Tanaman Pangan

Sektor Perdagangan

Izin Usaha Perdagangan

Tanda Daftar Gudang

Sektor Perindustrian

Izin Usaha Industri

1zin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang -

Sektor Pariwisata

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Sektor komunikasi dan informatika:

Izin Penyelenggaraan Reklame

Pelayanan Administrasi Bidang Non Perizinan | : 3
Penanganan pengaduan | ’
Pembukaan kantor cabang ;
Izin Tanda Daftar Rekomendasi.

BAB IV
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Pasal 4

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

(set delivery) meliputi;

a.

Persyaratan adalah syﬁ;‘at (dokumen atau'hgl lain) yang harus dipenuhi dalam
pengurusan masing—maging jenis perizinan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur, adalah fata cara pelayanan yang dilakukan bagi
pemberi dan penerima pelayanan perizinan; | | !

Jangka waktu pelayanan adalah jangka' waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dan setiap jenis'perizinan;

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan képada penerima layanalfi dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari seﬁap jenis perizinan;

Produk layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetépkan yaitu berupa dokumen perizinan;
Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan .

penanganan pengaduan dan tindak lanjut.



2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dalém proses pengelolaan pelayanan di

internal organisasi meliputi : G '

a. Dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi daerah |
penyelenggaraan pelayanan masing—m'asing j"enlis__perizinan.

b. Sarana Prasarana dan'atau fasilitas adalla{i' {Je'ralatan dan fasilitas yang di
perlukan dalam penyelenggaraan pelayanan'

c. Kompetensi Pelaksanaan Pelayanan adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan, keahllan keterampllan dan pengalaman,

d. Pengawasan Internal, adalah sistem pengendalian internal dan pengawasan
langsung yang dilakukan oleh pimpihan sgtuan kerja atau atasan langsung
pelaksana. ,

e. Jumlah pelaksana adalah tersediah}_r-a' pelaksaan untuk masing-masing jenis
pelayanan perizinan sesuai dengan baﬂ'an ke a;’ _

f. Jaminan pelaksana adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai
standar pelayanan; o " :

3.  Evaluasi kinerja pelaksanaan adalah: pemlalan untuk mengetahuj sebelapa jauh
pelaksanaan kegiatan sesuai déngan Staridar Pelayanan '

4,  Uraian Komponen Standar Pelayanan u1r1tuk masing-masing jenis perizinan dan non
perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tiélak terpisahkan dari pératuran Buiaati Buton
Tengah. L |

BABV

MAKLUMAT PE!.AYANAN

Pasal 5

1. Sebelum Menerapkan Standar Pelayanan kepala Dinas PenanamanlModal dan

| Pelayanan Terpadu Satu F"intu Kabupaten Buton .Tengah wajib Menentukan dan
Menetapkan maklumat pelayanan. ‘ '

2. Maklumat pelayanan sebagimana dimaksud pada‘ayat 1 merupakan pernyataan
tertulis yang berisi kesanggupan dan “-kewajiban Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten:Buton'Tengah. '

3. Maklumat pelayanan sebagaimana dima‘légud pada a-yat (2), Memuat :

a. Pernyataan janji dan kesanggupan unfuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan
standar pelayanan. |

b. Pernyataan memberikan pelayananan sesuai dengan kewajiban dan akan
melakukan perbaikan secara terus menerus.

¢. Pernyataan kesediaan untuk menerima, memakai, dan atau memberikan

kompensasi apabila pelayanan yang gliberikan tidak sesuai standar



4.  Maklumat pelayanan yang telah disusun wajib dipublikasikan secara luas jelas dan
terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai media yang mudah diakses oleh

masyarakat.

BAB VI ;
PENGORGANISASIAN DAN PENGENDALIAN
PASAL 6
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab
_terhadap penyelenggaraan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan.

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpaduf_ﬂSam Pintu Menyampaikan laporan
kinerja tahunan Penetapan Standar Felaya',nan‘ kepada Bupati Buton Tengah melalui
Sekretaris Daerah. .- : :

3.  Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana di mal;;ud Ayat 2, sebagai bahan Bupati
Buton Tengah untuk Mopiltoﬁng, Evalqasi,dén?engembangan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpa;iu Satu Pintu. " -

Untuk mewujudkan pelayanan yang berl'malitas mengacu standar pelayanan
yang berkelanjutan dilaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan, pen;binaan, dan
pengendalian oleh Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab penyelenggaraan
pelayanan secara umum yang secara operasional dikoordinasikan oleh asisten
administrasi umum secara teknis dibantu oleh bagian organisasi dan tata laksana
sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan penmdang-unéangan yang
berlaku. L ooy

LA |

BABVII | "
PENGEMBANGAN KAPASITAS
Pasal 7 ' 4
Pengembangan kapasitas dapat berupa peningkatan kemampuan sistem aplikasi ﬁerizinan
berbasis elektronik, peningkatan kelembagaan, sqmberh daya manusia [SDN}, dan

keuangan sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 8 '

1. Dalam rangka penilaian atas pencapaian Kingrja pelayanan sebagai perbaikan
berkelanjutan sesuai standar pelayanan, dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk
mendukung peningkatan kualitas pelayanan public

2. Pemantauan dari evaluasi dilakukan dengan memperhatikan Pengaduan.Pelayanan

publik yang diperoleh dari Survei Kepuasan:Masyarakat (SKM).



BAB IX
PENDANAAN

Pasal 9

Dalam rangka penyusunan, penerapan, pencapaian kinerja/pelaporan, monitoring,
evaluasi, pemberian, pengawasan, pengembangan sistem dan pengembangan kapasitas
untuk mendukung penyelenggaraan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah di perlukan biaya yang
dibebankan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton
Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
Apa'-tanggal— % Maret 2023

Diudangkan di Labungkari,




Lampiran : Peraturan Kabupaten Buton Tengah
Nomor :5Tahun 2023
Tanggal ) ‘Mgt Tahun 2023 .
Tentang : STANDAR PELAYANAN PERRIZINAN DAN NON PERIZINAN

'

STANDAR PELAYANAN ‘
SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ’
NO PRODUK , 1ZIN PENYELENGGARAAN SATUAN
= LAYANAN PENDIDIKAN N()N FORMAL
1. | Persyaratan 1. Surat permohonan bermaterm,, _
Pelayanan 2. Nomor Induk Berusaha (NIB);; )
3. Izin Usaha dari 0SS [anine..SingIe Submission);
4. Notifikasi perizinan dan Fasilitas dari 0SS (Online Single
Submission);
5. Surat kuasa dari pemﬂik atas Pengurusan Izm (Jika
dikuasakan );
6. Surat Pernyataan bermaterai dengan kesanggupan menaati
peraturan perundang"-undangan yang berlaku;
7. SKpenetapan Kepala Sekolah;
8. Fotokopi ijazah calon tenaga kependidikan (Kepsek,
Guru/Pengasuh dan Tenaga Administrasi) Minimal 1 Orang;
9. Fotokopi kartu tanda penduduk seluruh tenaga
kependidikan (Kepala sekolah, guru dan tenaga
administrasi ); s
10. Nomor Hp Whatsapp aktif * -
11. Email aktif
1Z. Pas Photo 4 x 6;
J 13. Map Snalhekter Plastik.
2. | Sistem 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan
Mekanisme komitmen izin melalui system Ossgo.id atau langsung ke
dan Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2. Pemohon menyetor. berrkas permohonan persetujuan
pemenuhan komitmen izin ke petugas Front Office untuk
pemeriksaan pennohonan,'apahila lengkap danmemenuhi
persyaratan, pemohon menenma tanda terima berkas
sebagai bukti pendaffaran izin; i

3. Pemrosesan - persetujuan pemenuhan komitmen |izin
oleh petugas . dan tim teknis untuk diberikan
rekomendasi/pertimbangariteknis; ' l'

4. Penerbitanataupenolakanizinmelalui Oss,go.id;

5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin/surat penolakan
melalui petugas Front Office. |

3. | Jangka Waktu | 5 (hari) Jam (kerja Pela‘yanan]

Pelayanan Senins.d Kamis : 08:00s.d 15.30 Wita
jum'at : 08:00 s.d 15.30 Wita _ -
. | Biaya Tarif Tidak ada biaya (Gratis) '
B Produk 1. Penerbitan Nomor Induk (NIB)

Layanan 2. Persetujuan Komitmen melalui [zin 0SS




w

Pelayanan Bantuan layanan Sijempol

4. Pemberian peningkatan pelaku usaha melalui BImtek yang
bekerja sama dengan Kemitraan dan Perbankan

5. Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD
Teknis -

| 6. Surat keterangan yang menerangkan dalam proses layanan

perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha

Penanganan
pengaduan,
sarana dan
masukn

1. Pengaduan dapat dilakukah secara tertulis melalui surat
yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Buton Tengah Jln.
Gersamata No.5 Kabupaten Buton Tengah;

2. Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via;

Telepon: : {

Fax:’ :- % ¥

SMS/WA: 082352058440 .

Email : butengdpmptsp@gmail.com

Facebook: Buteng DPMPTSP .

Instagram : buteng_dpmptsp

Twitter: @buteng_dpmptsp

Website : dpmptspbutontengah.com

3. Wakth penyelesaianaduan 3 (tiga) hari;

4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan
adalah’: o
a. Verifikasi aduan
b. Mediasi ,
c. Kaordinasi dan cek lokasi Sanksi,

F@Rome oo oo

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional;. g b

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik; ¥

3. Undang—undang Nomor -23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; _ ‘

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun -
2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi
secara elektronik; .‘

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun
2020 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002
tentang pedoman pendirian sekolah;

7. Peraturan MenteriPendidikanNasional Nomor24 Tahun
2007  tentang standar - sarana dan  prasarana
sekolah /madrasah pendidikan umum;,

8. PeraturanMenteriPendidikandan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013 tentang péndirian satuan pendidikan Non.
formal;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negarp dan

“Reformasi Birpkrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

pedoman standar pelayanan, b




10. Peraturan Mentéff-‘ Pendidikan Nasional Nomor36

Tahun2014tentangpedomanpéndirian,perubahan dan
penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.

Sarana dan
Prasarana atau
Fasilitas

1. Sarana:

2

AT S @S AN R

P pp o

Kendaraan roda 2 dan roda 4;
Meja dan kursi; !
Komputer dan kelengkap_an;
Aplikasi pelayanan;

Alat tulis kantor;

Formulir;

CCTV;

TV;

AG;

Loket Informasi;

Nomor Antrian Non E!ektromk
Buku registrasi;

m. Buku peraturan perundang-undangan,
Prasarana dan fasilitas:.

Loket pelayanan;

Ruang konsultasi'dan pengaduan;
Ruéng pendampmgan layanan prioritas ;
Toilet;

Ruang menyusui ;

3. Fasilitas disabilitas; ‘ )

PO TR

Mushola;

Ruang tunggu;
Ruang bermain anak;
Lahan parker;

e. Ruang tim teknis.

Kompetensi
Pelaksanaan

1.

2.

Front Office harus berl]azah ‘SMA maupun D3 ataupun S1
yang sederajat

Harus memiliki kemampuan mengoperasikan
Computer/Paham IT

Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan Bldang Pengembangan |
Penanaman Modal secara Berjenjang

Mempunyai sertifikat 0SS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko)

10.

Prosedur,
system dan
mekanisme

W N R

Rl

© 0N

Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik :
Bimbingan teknis PTSP; 1
Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office;
Memiliki skill .pengoperasian sistem berbasis mformam
teknologi (IT); ) .
Memiliki kemampuanmenganalisismaksud dan tujuan
pelayanan melalui aphkam dan peraturan perundang-
undangan.

Petugas informasi;

Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas;

Petugas teknis; -

Petugas pencetak dan penerbit izin;




10. Petugas pencatatan Izin; ki : T
11. Pejabat penandatanganan izin; - :
12. Petugas loket penyerahan izin.

Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur

11. | Jaminan
pelayanan tetap yang diberikan oleh petugas yang berkompeten sesuai
waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan
ramah, cepat, tepat dan santun. -
12, | Pengawasan Dilakukan oleh : '
Internal 1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah
2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan;
3. Kepala Bidang Kepala' Bidang Pengembangan Iklim
Penanaman Modal; : :
4, Kepala Bidang Pengendahan dan Pelaksanaan Penanaman
Modal; i
5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem
6. Informasi Penanaman Modal.

13. | Jaminan 1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya tanda
keamanan dan tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; ’
keselamatan 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan' sangat
pelayanan diutamakan dan bebas dari pungutan liar.

14. | Evaluasi IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ;

Kinerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan;

|

Rapat Evaluasi yang . d_llaksanakan secara berkala

Ut o B9 B

Kotak saran dan kotak pengaduan.



STANDAR PELAYANAN
SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO PRODUK 4 IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN
LAYANAN PENDIDIKAN NON FORMAL
’ 1. | Persyaratan 1. Surat permohonan bermaterai;
Pelayanan 2. Nomor Induk Berusaha (NIB);;
3. Izin Usaha dari 0SS (Onh’rie Single Submission);
4, Notifikasi perizinan dan Fasilitas dari 0SS (Online Single
Submission); "

5. Surat. kuasa dari pemilik atas Pengurusan Izin (Jika

dikuasakan );

6. Surat Pernyataan: bermaterai dengan kesanggupan

menaati peraturan'perundang-undangan yang berlaku;
7. SK penetapan Kepala Sekolah;
8. Fotokopi ijazah calon -tenaga kependidikan (Kepsek,
Guru/Pengasuh dan Tenaga Administrasi) Minimal 1
Orang; . g

9. Fotokopi kartu .tanda penduduk seluruh tenaga
kependidikan (Kepala ‘“sekolah, guru dan tehaga
administrasi ); * |

10. Pas Photo 4x6; ° :

| 11. Map Snalhekter Plastik. ' ‘

2. | Sistem 1. Pemohon  mengajukan  permohonan  persetujuan
Mekanisme dan pemenuhan komitmen izin melalui system Oss.go.id atau
Prosedur langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;

2. Pemohon menyetor berrkas permochonan persetujuan
pemenuhan komitmen izin ke petugas Front Office untuk
perheriksaan permohonan, apabila lengkap dan memenuhi
persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas
sebagai bukti pendaftaran izin ; '

| 3. Pemrosesan _ persetujuan pemenuhan komitmen izin
oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan
rekomendasi/ pemmbangan teknis;

4. Penerbitan atau penolakan izin melalui 0ss.go.id;

5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin/surat penolakan
melalui petugas Front Office.

3. | Jangka Waktu FIE (hari) }am (kerja Pelayanan)

Pelayanan Senin s.d Kamis : 08 00 s.d 15.30 Wita

Jum’at : +08:00 s.d 15.30 Wita

4. | Biaya Tarif Tidak ada biaya (Gratis) . |

5. | Produk Layanan | 1. Penerbitan Nomor Induk (NIB) R

2. Persetujuan Komitmen melalui Izin 0SS

3. Pembeian Bantuan layanan Sijempol ;

4. Pemberian peningkatan pelaku usaha melalui Bimtek yang
bekerja sama dengan Kemitraan dan Perbankan

5. Perbitan Surat Permm’taan Rekomendasi Teknis oleh OPD
Teknis : ‘




kY

6. Surat keterangan yang menerangkan dalam proses
layanan perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha

I 6.

Penanganan
pengaduan,
sarana dan
masukn

1. Pengaduan dapat dilakukah secara tertulis melalui surat
yang ditunjukan. kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Buton Tengah Jin.
Gersamata No.5 Kabupaten Buton Tengah;

2. Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via; -,

a. Telepon: 082352058440 .
b. Fax :- .- :
i. SMS/WA :082352058440

Email : butengdpmptsp@gmail.com

Facebook : Buteng DPMPTSP

Instagram : buteng_dpmptsp

Twitter : @buteﬂg_dpmptsp

j. Website: dpmptspbutontengah.com

Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari; [

4. Tindak lanjut penanganan pengaduan saran dan masukan

adalah : :
a. Verifikasi aduan
b. Mediasi
¢. Koordinasi dan cek lokasi Sanksi,

™o oD

i

r«lT :

Dasar Hukum

-

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional;

2. Undang—undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik;

3. Undang-undang Nomuor - 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; " '

4. Peraturan Pemerintah Repubhk Indonesia Nomor 24
Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik;

5. Peraturan Pemerintah Repﬁblik Indonesia Nomor 66
Tahun 2020 tentang pengelolaan dan penyelenggﬂraan
pendidikan;

6. Keputusan Menteri Pendidikan N asmnal Nomor 060/ 2002
tentang pedoman pendirian sekolah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang standar sarana dan pras;é}rana
sekolah/madrasah pendidikan umumy .

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013 tentang pendlrlan satuan pendldxkan Non
formal; - '

9. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
pedoman standar pelayanan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun

2014 tentang pedoman pendirian, perubahan K dan

penptupan satuan pendidikan deésar dan menengah. J

-

I
l
'.




Sarana dan
Prasarana atau

‘| Fasilitas

1. Sarana:

Kendaraan roda 2 dan roda 4;
Meja dan kursi; - _
Komputer dan kelengkapan, '
Aplikasi pelayanan;

Alat tulis kantor;,

Formulir;

CCTV;

TV;

AG;

Loket Informas1, ,

Nomor Antrian Non Elektromk
Buku registrasi;

m. Buku peraturan perundang-undangan,
Prasarana dan fasilitas: .

a. Loket pelayanan,

b. Ruang konsultasi dan pengaduan,
¢. Ruang pendampingan layanan prioritas ;
d. Toilet: B

e. Ruang menyusuf :

Fasilitas disabilitas;

Mushola;

Ruang tunggu;

Ruang bermain anak; -

Lahan parker; ’

e. Ruang tim teknis.

mET S @ e Ao TR
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Kompetensi
Pelaksanaan

. Front Office harus’ berijazah SMA maupun D3 ataupun S1

yang sederajat

. Harusmemiliki . kemampuan

mengoperasikan(lomputer} Paham IT

. Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan Bldang Pengembangan

Penanaman Modal secara Berjenjang

. Mempunyai sertjfikat OSS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko}

10.

Prosedur,
system dan
mekanisme

W

o ® 3 o

Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik :
Bimbingan teknis PTSP;

Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office;
Memiliki skill pengoperasmn 51stem berbasis informasi
teknologi (IT);

Memiliki kemampuan menganalisis maksud dan tujuan
pelayanan melalui aplikasi dan peraturan perundang—
undangan.

Petugas mform'as’i,

Petugas loket pendaftaran / venﬁkam berkas;

Petugas teknis;

Petugas pencetak ‘dan penerbit izin;

10 Petugas pencatatan Izin; -
11. Pejabat penandatanganan izin;

12. Petugas loket penyerahan izinh.




| Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan

11. | Jaminan

pelayanan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas yang berkompeten
sesuai waktu penyelesaian izin dengan perllaku pelayanan
ramah, cepat, tepat dan santun. '

12, | Pengawasan Dilakukan oleh :

Internal 1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah;

2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan;

3.Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan IKlim
Penanaman Modal; .

4. Kepala Bidang Pengendaliair dan Pelaksanaan Penanaman
Modal;’ -

5 Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Slstem

6. Informasi Penanaman Modal. -

13. | Jaminan 1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya
keamanan dan tanda tangan pejabilt berwenang dan tanda barcode;
keselamatan 2. Keselamatan dan kenyamanan "dalam pelayanan sangat
pelayanan diutamakan dan bebas dari pungutan liar.

14. | EvaluasiKinerja | 1. IKM.(Indeks Kepuasan Ma§yarakat) ;

Pelaksanaan

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
Sistem Informasi Perizinan; -

Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala;
Kotak saran dan kotak pengaduan.

I




STANDAR PELAYANAN

SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-

NO

PRODUK LAYANAN

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN
" PENDIDIKAN NON FORMAL

Persyaratan
Pelayanan

1. Surat permohonan bermaterai;;

2.+ Nomor Induk Berusaha (NIB);

3. Izin Usaha dari 0SS (Online Single Submrssron)

4, Notifikasi penzman dan Fasihtas dari 0SS (Onhne Single
Subm:smon)

5. Surat kuasa .dari pemlhk atas Pengurusan Izin (Jika
. dxkuasakan] :

6. Surat Pernyataan hermateral dengan kesanggupan
» menaati peramran perundang-undangan yang berlaku;

7. SK penetapan Kepala Sekolah;

8. Fotokopi ijazah calon tenaga kependidikan (Kepsek,
Guru/Pengésuh dan Tenaga Administrasi) Minimal 1
Orang;

9, prtokopi kartu tanda penduduk seluruh tenaga
kependidikan * (Kepala: sekolah, guru dan tenaga
administrasi ); ,

10. Fotokopi Noror Pokok Sekolah Nasional (NPSN);

11. Dokumen Réncana Induk Pengembangan (RIP) Mlmmal
3 tahun. '

Sistem mekanisme
dan prosedur -

1. Pemohon mengajukan permohonan  persetujuan
pemenuhan komitmen izin melalui sistem Oss.go.id atau
langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan
pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk
pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda
terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin ;

3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin
oleh petygas dan tim teknis untuk diberikan

" rekomendasi/ pertimbangan teknis;
4. Penerbitan atau penolakan izin melalui Oss.go. xd
5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin/surat

o

penolakan melalui petugas Front Office.

Jangka Waktu 5 (Harl] Jam (kerja Pelayanan)
Pelayanan Senin s.d Kafnis : 08:00.s.d 15.30 Wita
Jum’at : 08:00 s.d 15.30 Wita
4. | Biaya Tarif Tidak ada biaya (Gratis) - .
5. | Produk Layanan 1. Penerbitan Nomor Induk (NIB) | T

2. Persetujuan Komitmen melalui Izin OSS
3. Pembeian Bantuan layanan Sijempol
4. Pemberian peningkatan pelaku usaha melalm Bimtek




' yang bekerja Sama dengan Kemitraan dan Perbankan

Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh
OPD Teknis

Surat keterangan yang menerangkan dalam proses
layanan perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha

Penanganan
pengaduan, sarana
dan masukn

Pengaduan-dapat dilakukan secara tertulis melalui surat
yang ditunj‘ukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Buton Tengah
JIn. Gersamata No.5 Kabupaten Buton Tengah;
Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via;

a. Telepon 082352058440 -

Fax

SMS/WA : 082352058440

Email : butengdpmptsp@gmail.com

Facebook : BUTENG DPMPTSP

Instagram : @buteng dpmptsp
- Twitter : @buteng dpmptsp..

Website dpmptspbutontengah com
Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari;
Tindak lanjut penangandn pengaduan, saran dan |
masukan adalah :
a. Verifikasi aduan *
b. Mediasi
c. Koordinasi dan cek lokasi Sanksi

PO Mmoo

Dasar Hukum

T

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik;

Undang=Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah;

' Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Bgrusaha
Terintegrasi'Secara Elektronik;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan bprusaha
terintegrasi secara elektronik;

Peraturan Pemeriritah Republik Indonesia Nomor 66
tahun 2020 tentan;c; pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
Peraturan ‘Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24

Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana
sekolah/ madrasah pendidikan umum;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
81 tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan
Non formal;

| 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

:
At




dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 |

1T g
tentang pedoman standar pelayanan;

i 11..Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36
tahun 2014 tentang pedoman péndiriau, perubahan
dan penutupan satui'n pendidikan dasar dan.

8. |Sarana dan 1. Sarana: ' N

Prasarana atau a. Kendaraan roda 2 dan roda 4;
Fasilitas b. Meja dan kursi; -
e. Komputer dan kelengkapan;
d.. Aplikasi pelayanan;
e. Alat tulis kantor;
£ Formulir; '
g. CCTV;
h. TV;
i. AC; .
j. Loket Informasi; '.
k. Nomor Antrian Non'Elektronik;
I. Buku registrasi; .
m. Buku peraturan perundang-undangan.
2. Prasarana dan fasilitas: -
a. Loket pelayanan;
b. Ruang konsultasi dan pengaduan;
¢. Ruang pendampingan layanan prioritas ;
d. Toilet;
e. Ruang menyusut;'
3." Fasilitas disabilitas;
a. Mushola;
" b. Ruang tunggu;
¢. Ruang bermain apak;
d. Lahan parkir; .
- e. Ruang tim teknis;
+ £ Jaringan Wifi;
9. Kompetensi 1. Front Office harus ben]azah SMA maupun D3 ataupun S1|
Pelaksanaan yang sederajat ;
2. Harus memiliki kemampuan mengoperasikan
Computer/Paham IT
3. Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan Bldang
Pengembangan Penanaman Modal secara Berjenjang
4. "Mempunyai sertifikat 0SS yang sesuai RBA [Berba51s
Resiko) |
10. [Prosedur, system 1. Memahami tugas dan fungm pelayanan publik yang baik :
rdan mekanisme a. Bimbingan teknis PTSP;
b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Ojﬁce
2. Memiliki skill pengoperasnan system berbasis informasi
teknologi (I1T);
3. Memiliki kemampuan menganalisis maksud dah tujuan
pelayanan melalui aplikasi dan peraturan pen'mdang~
undangan.




11,

Jumlah pelaksana

NSk R

Petugas informasi; {

Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas;
Petugas teknis;

Petugas pencetak dan penerbit izin;

Petugas pencatatan Izin;

Pejabat penandatanganan izin;

Petugas loket pényerahan izin.

12.

Pengawasan
Internal

Al U e

S}

Dilakukan oleh :

Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah;

Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan;
Kepala Bidang Kepala.Bidang Pengembangan Iklim
Penanaman Modal;

Kepala Bidang P,_en;gendalian dan Pelaksanaan
Penanaman Modal; 2 5 |
Kepala Bia_aﬁ‘g Pengelolaan Data dan Sistem . Informasi
Penanaman Modal.

Keamanan produk dijamin keaslianya dengan édanya

13. | Jaminan keamanan 1.
dan keselamatan tanda tangan péjabat berwenang dan tanda barcode;
pelayanan 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat
diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
14. | Evaluasi Kinerja 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ;
Pelaksana 2. Evaluasi Sistemi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
3. Sistem Informasi Perizinan;
4. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala;
5;

Kotak saran dan kotak pengaduan.




STANDAR PELAYANAN SEKTOR KESEHATAN

IZIN APOTEK"

| No | ProdukLayanan
1 Persyaratan 1. Surat permohonan bermaterai;;
Pelayanan 2. Izin Usaha dari OSS (Online Single-Submission);

3. Izin Komersil/Operasional dari OSS (Online Single
Submission); ; :

4  Notifikasi Perizinan dan Fasilitas dan 0SS (Online Single
Submission); . . |

5. Akta Perjanjian Kerjasama apoteker pengelola
apotek dangan pemilik sarana apotek;

6. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP]

7. Fotokopi NPWP Apoteker

8. Fotokopi STR yang masih berlaku dan dllegahsu“,

9. Daftar sarana/prasarana peralatan;

10. Fotokopi Surat izin Apotek  sebelumnya

11. PasPhoto4x6; .

12. Map Snalhekterz.Plastik

-2. | Sistem mekanisme | 1. Pemohon menga]ukan pernfohonan persetu]uan
dan prosedur pemenuhan komitmen izin melalui sistem oss.go.id atau
langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu; - .

2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan
pemenuhan komitmen'izin kepetugas Front Office untuk
pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda
terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin ;

3. Pemrosesan persetujuan pemehuhan komltmep izin
oleh petugas - dan tlm teknis untuk dibérikan
rekomendasi/ pertimb angan teknis; | N

4, Penerbitan atay penolakan izin melalui 0ss.go.id;

5. Pengambilan atau Penyerahan® surat izin ° /surat
‘ﬁenolakan melalui petugas Front Office. i

3. Jangka Waktu 5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan)
Pelayanan Senin s.d Kamis : 08:00 5.d 15.30 Wita
Jum’at © 1 08:00's.d 15.30 Wita
4. Biaya Tarif Tidak ada biaya (Gratis) =
5. | ProdukLayanan |1. Penerbitan Nomor Induk (NIB)

2. Persetujuan Komitmen melalui Izin 0SS

3. Pemberian Bantuan [ayanan Sijemﬁ:ol

4. Pemberian peningkatan pelaku usaha melalui Bimtek
yang bekerja sama dengan Kemitraan dan Perbankan

5. Penerbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh
OPD Tekais |

6. Surat keterangan yang menerangkan dalam [proses

B layanan perizinan bagi yang memerlukan Pelaku UEaha




Penanganan
pengaduan, sarana
dan masukn

1,

Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat
yang di tujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Buton Tengah JIn.
Gersamata No.5 Kabupaten Buton Tengah.

Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung wa
,’I'elepon 082352058440

. ‘Fax

SMS/WA: 0823520584—40

Email : bu mptsp& il,

Facebook : BUTENG DPMPTSP

-Instagram : @buteng_dpmptsp

Twitter : @buteng_dpmptsp

Website dpmptspbutontenga}; com

Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari

Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan
masukan adalah : '

a. Verifikasi aduan;

b. Mediasi; '

c. Koordinasi dan cek 1okasx, K
Sanksi. $

F@ e Ap o

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.; ‘

Undang-undang | Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor- 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga
Kesehatan; \

Peraturan Pemenntah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Pekerjaan Kefarmasmn,

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2018 -tentang pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik;

Peraturan Menteri Penddyagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
pedoman standar pelayanan; |
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun] 2015
tentan peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan
pelaporan narkotika; |

10. Peraturan Menteri Keshatan Nomor 73 Tahun 2016

Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apo‘ak

11, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

9 Tahun 2017 Tentang Apotik;

12. Peraturan Menteri Daldm Negeri Nomor 138 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah; ' : -
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13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018
W Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
. Secara Elektronik sektor liesehatan.
L .
8. |Sarana dan 1. Sarana:
Prasarana atau a. . Kendaraanroda 2 dan roda 4;
Fasilitas b. Meja dan kursi;
c. Komputer dan kelengkiipan;
d. Aplikasi pelayanan;
e. Alat tulis kantor;
f. Formulir;
g. CCTV;
h. TV;
i. AC;
j. Loket Informasi;
k. Nomor Antrian Non Elektronik;
‘ . Buku registrasi;
m. Buku peraturan perundang-undangan.
2. Prasarana dan fasilitas :
a. Loket pelayanan;
b. Ruang konsultasi dan pengaduan;
¢. Ruang pendampingan layanan prioritas ;
d. Toilet;
e. Ruang menyusui;
f. Fasilitas disabilitas;
g. 'Mushola;
h. Ruang tunggu;
i. Ruang bermain anak;
j. Lahan 25arker;
k. Ruang tim teknis; .
I. Jaringan Wifi, ,
9. [Kompetensi 1. Front Office harus berijazah SMA maupun D3 ataupun S1
Pelaksanaan yang sederajat e '
2. Harus n}eml_hki kemampuan mengoperasikan,
Computer/Paham IT '
b. Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan . Bldang
Pengembangan Penanaman Modal secara Berjenjang
f}. Mempunyai sertifikat 0SS yang sesuai RBA (Berbasm,
Resiko)
10. |Prosedur, system 1. Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik :
dan mekanisme c. Bimbingan teknis PTSP;
d. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office ;
2. Memiliki skill pengoperasian system berbasis informasi
teknologi (IT); -
E. Memiliki kemampuan menganalisis maksud dan [tujuan
pelayanan melalm aplikasi dan peraturan pemndang—
[ . "undangan. &
11. | Jumlah pelaksana (1. Petugas informasi; _
2. Petugas loket txe_ndgiitam / verifikasi berkas; i i



3. Petugas teknis; .
PL. Petugas pencetak dan penerbit izin;
5. Petugas pencatatan Izin;
6. Pejabat penandatanganan izin;
7. Petugas loket penjrerahan izin.
12. | Pengawasan Dilakukanoleh:
Internal 1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah;
2. Kepala Biddng Pelayanan Penanaman Modal Perizinan;
3. Kepala Bidang Kepala -Bidang Pengembangan Iklim
Penanaman Modal;
4, T(epala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan
Penanaman Modal;
5. Kepala Bidang Pengelolaan Data danSistem  Informasi
Penanaman Modal. '

13. | Jaminan keamanan (1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan .adanya
dan keselamatan tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode;
pelayanan 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat

diutamakan dan bebas dari pungutan liar.

14, | Evaluasi Kinerja IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ;

Pelaksana

o Wb

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
Sistem Informasi Perizinan; i
Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala;

Kotak saran dan kotak pengaduan.
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STANDAR PELAYANAN S EKTOR 'KﬁSEHATAN

' No o IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN
Layanan
L Persyaratan 1. Fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisir;
Pelayanan 2. Fotokopi kartu tanda penduduk ( KTP );

3. Fotokopi ljazah Profesi;

4, Fotokopi STR;

5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat

Izin Praktik; - ;

6. Surat pernyataan memiliki tempat praktik;

7. Surat keterangan dari pimpman fasilitas pelayanan

kesehatan tempat praktik;

8. Pas foto 4x6;

9. Rekomendasi dari Organisam Profesi;

10. Fotokop1 surat izin praktik sebelumnya (apabila ada]

11. SK Penempatan/surat tugas/ surat pengantar dari sarana

Pemerintah. i
2. Sistem 1. Pemohon mengajukan permohonan  persetujuan
mekanisme dan pemenuhan komitmen izin melalui sistem Sicantik Cloud
prosedur atau langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan
pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk
pemeriksaan berkas perfnohonan, apabila lengkap dan
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima
berkas sebagai bukti pendaftaran izin;

3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh
petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/
pertimbangan teknis;

4. Penerbitan atau penolakan izin melalui Sicantik cloud;

5. Pengambilan atau Renyerahan * surat = izin/surat

. penolakan melalui petugas Front Office.

3. Jangka Waktu | 5 (Hart) Jam (kerja Pelayanan)
Pelayanan Senin s.d Kamis : 08:00 s.d 15,30 Wita *
Jum’at t 08:00 s.d 15.30 Wita
4. Biaya Tarif Tidak ada biaya (Gratis)
5. | Produk Layanan |[1. Penerbitan Surat Izin Praktik (SIP)
2. Persetujuan Komitmen melalui Izin SiCantik Cloud

3. Perbitan Surat Permintaan Rekomenda51 Teknis oleh OPD
Teknis

6. Penanganan (1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat
pengaduan, yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
sarana dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Buton Tengah Jln.

masukn Gersamata No.5 Kabupaten Buton Tengah;

2. Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via;
a. "Telepon : 082352058440

b. Fax . 8 :
c.:;, SMS/WA : 082352058440 ' J
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Email : butengdpmptsp@gmail.com
Facebook : BUTENG DPMPTSP
Instagram : @buteng dpmptsp
Twitter : @buteng_dpmptsp
Website dpmptspbutontengah com
Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari;
Tindak lanjut p_enanganan pengaduan, saran dan masukan
adalah: :

a. Verifikasi aduan;

b. Mediasi; '

c. Koordinasi dan cek lokasi;

d. Sanksi.

@ om e

Dasar Hukum

10.

Undang-undang Nomor.’. 29 tahun 2004 tentang
Kedokteran; '

Undang-undang *Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik; ‘ ' s
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan; . i
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah; ) i

Undang-undang Nomor- 38 Tahun 2009 tentang |
Keperawatan; S

Undang-undang Nomor' 4 Tahun 2019 tentang
Kebidanan;.

Pératuran Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang
Tenaga Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Kefarmasian; i

Peraturan Menteri Kesehatan No 46 Tahun 2013 Tentang
Tenaga Kesehatan,

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 138 Tahun 2017
tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Sarana dan
Prasarana atau
Fasilitas

Sarana: )

Kendaraan roda 2 dan roda 4;

Meja dan kursi;

Komputer dan kelengkapan;

Aplikasi pelayanan; :

Alat tulis kantor;

Formulir; -

CCTV;

v, | - .
AC; ; .
Loket Informasi;

Nomor Antrian Non Elektronik;
Buku registrasi; '
Buku peraturan perundang-undangan.
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Prasarana dan fasilitas :

a. Loket pelayanan;
b. Ruang konsultasi dan pengaduan;
c. Ruang pendampingan layanan prioritas;
d. Toilet;

e. Ruang menyusui;
f. Fasilitas disabilitas;

g. Mushola;

h. Ruang tunggu; -

i. Ruang bermain anak; -

j. Lahan parkir; . , :

k. Ruangtim teknis;  * .
1. Jaringan Wifi; o |

Kompetensi
Pelaksanaan

. Front Office harus berijazah SMA maupun D3 ataupun S1

yang sederajat -

. Harus memiliki Kemampuan mengopetrasikan

Computer/ Pahém IT

. Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan Bidang Pengembangan

Penanaman Modal secara Berjenjang
Mempunyai sertifikat OSS yang sesuai RBA (Berba315
Resiko)

10.

Prosedur, sistem
dan mekanisme

1,

Memahami tugas dan fungSI pelayanan publik yang balk

a. Bimbingan teknis PTSP;

b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office ;
Memiliki skill pengoperasian sistem. * berbasis informasi
teknologi (IT); '

Memiliki kemampuan menganalisis maksud dan tujuan
pelayanan melalui akaaSI dan peraturan pemndang—
undangan.

11.

Jumlah pelaksana

ol B o o

Petugas informasi; .

Petugas loket pendaftaran/verifikasi berkas;
Petugas teknis;

Petugas pencetak dan penerbit izin;
Petugas pencatatan Izin;

Pejabat penandatanganan izin;

Petugas loket penyerahan izin;

12.

Pengawasan
Internal

i

&

Dﬂakukan oleh :

1.
2.
4

Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah;

Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perlzinan ;
Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan Tklim
Penanaman Modal ; ' ;
Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman
Modal; o '
Kepala Bidang " Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal.




Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya

[ 13. | Jaminan 11,
keamanan dan tanda'tangan pejabat berwenang dan tanda barcode;
keselamatan 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat
. pelayanan diutamakan dan bebas dari pungutan liar,
'14. | Evaluasi Kinerja | 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ;
Pelaksana 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
3. Sistem Informasi Perizinan;
4, Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala;
| 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.




STANDAR PELAYANAN SEKTOR KESEHATAN

Produk

IZIN MENDIRI};IAN RUMAH SAKIT
Layanan

Persyaratan |1, Surat permohonan bermaterai;;
Pelayanan (2. Suratkuasa dari‘pemilik atas pengurus izin (jika di kuasakan)
3. Fotokopi akta pend1r1an/perubahan perusahan ( Jika
berbadan hukum ); :

4. Fotokopi kartu tanda penduduk ( K’I‘P %
5. Izin lingkungan yarg telah memenuhi komitmen dan berlaku
efektif dari OSS (Online Single Submission);
6. Fotokopi IMB yang menyatakan sebagai rumah sakit.
7. Dokumen feasibility study
8. Dokumen sarana dan prasaran Rumah sakit;
9. Pas foto 4x6;
10. Map snalhekter plastic.
Sistem 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan
mekanisme komitmen izin melalui sistem oss.go.id atau langsung ke Dinas
dan prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan
pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk
pemefiksaan berkas perinchonan, apabila lengkap dan
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima
berkas sebagai bukti pendaftaran izin ;

3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh
petugas dan tim . teknis untuk diberikan
rekomendasi/pertimbangan teknis;

4, Penerbitan atau penolakan izin melalui oss.go.id;

5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin /surat penolakan
melalui petugas Front Office.

Jangka 5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan) T
Waktu Senin s.d Kamis : 08:00 s.d 15.30 Wita '
Pelayanan | Jum’'at : 08:00 s.d 15.30 Wita
Biaya Tarif | Tidak ada biaya (Gratis)
Produk 1. Penerbitan Nomor Induk (NIB)
Layanan 2. Persetujuan Komitmen melalui Izin 0SS, |
3. Pembeian Bantuan layanan Sijempol |
4. Pemberian peningkatan pelaku usaha melalui Blmtek yang

bekerja sama denganKemitraan dan Perbankan

5. Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD
Teknis

6. Surat keterangan yang menerangkan dalam prosés layanan
perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha

Penanganan 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang |

pengaduan, ditunjukan kepada Kepala Dinas;

sarana dan |2. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
masukn Kab.Buton Tengah Jln. Gersamata No.5 Kabupaten Buton

Tengah; -




Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via;
a. Telepon: 082352058440 )
b. Fax .
c. SMS/WA :082352058440
d. Email :butengdpmptsp@gmail.com
e. Facebook: Buteng DPMPTSP
f. Instagram: @butengdphlpSp
g. Twitter : @buteng dpmptsp
h. Website :dpmptspbutontengah.com
Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari;
Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan
adalah:
Verifikasi aduan
a. Mediasi;
b. Koordinasi dan cek Iokasn
¢. Sanksi.

<

Dasar
Hukum

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik;

. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah;

. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

kesehatan;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  24Tahun

2018tentangp elayananpemzmanb erusahaterintegrasisecara
elektronik; '

. Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur

Negatrd dan Reformai Birolo‘ési Nomor 15 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

Tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
Daerah;

. Peraturan Menteri I(esehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Sektor Kesehatan;

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Sarana dan
Prasarana
atau

| Fasilitas

Sarana:

a. Kendaraan roda 2 dan roda 4;
b. Me a dan kursi;
C. 'Komputer dan kelengkapan;
d. Aplikasi pelayanan;
e. Alat tulis kantor; o :
f. Formulir; ' i |
g. CCTV: '
h. TV;

i. AC

j. Loket Informasi;




k. Nomor Antrian Non Elektromk
1. Buku registrasi;
m, Buku peraturan perundang—undangan.
2. Prasarana dan fasilitas:
Loket pelayanan;
Ruang konsultasi dan pengaduan,
Ruang pendampingan layanan prioritas ;
Toilet;
Ruang menyusui ;
Fagilitas disabilitas; -
Mushola; .
Ruang tunggu;
Ruang bermain anak;
Lahan parkir;
Ruang tim teknis; -
Jaringan Wifi;
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Kompetensi Front Office harus berijazah SMA maupun D3 ataupun S1 yang
Pelaksanaan sederajat

2. Harus memiliki kemampuan mengoperamkan Computer/Paham
IT

3. Harus ben]azah/Sertzﬁkat Pelatihan Bldang Pengembangan
Penanaman Modal secara Berjenjang

4. Mempunyai sertifikat 0SS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko)

Prosedur, 1. Memahami tugas dan fungsi,pelayanan publik yang baik:

sistem dan a. Bimbingan teknis PTSP;
mekanisme b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office ;
2. Memiliki skill pengoperasian sistem  berbasis informasi
teknologi (IT);

3. Memiliki kemampuan menganalisis maksud dan tujuan
pelayanan melalui aplikasi dan . peraturan perundang-
undangan. ‘

Pejabat penandatanganan izin;
Petugas loket penyerahan izin; |

Jumlah 1. Petugas informasi; :
pelaksana 2. Petugasloket pendaftaran/verifikasi berkas;
3. Petugas teknis;
4. Petugas pencetak dan penerbit izin;
5. Petugas pencatatan Izin; .
6.
%

Pengawasan | Dilakukan oleh :

Internal 1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah;

2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan ;

3. KepalaBidangKepalaBidangPengembangan Iklim Penanaman

Modal; _

4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman
Modal;

5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Penanaman Modal.




.
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Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya tanda

( 13.| Jaminan | 1.
| keamanan tangan pe}abat_ berwenang dan tanda barcode;
dan 2. Keselamatan f_iian' kenyamanan dalam pelayanan sangat di
keselamatan utamakan daﬁ' bebas dari pungutan liar. |
L pelayanan %
| 14, Evaluasi 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ;
Kinerja 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
Pelaksana | 3. Sistem lnforniiés‘i Perizinan;
4. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala;
5

Kotak saran dian kotak pengaduan.




STANDAR PELAYANAN SEKTOR KESEHATAN

| No Frotuk 1ZIN OPERASIONAL KLINIK
Layanan :
1. Persyaratan 1. Surat permohonan bermaterai;;:
Pelayanan 2. Nomor Induk Berusaha (NIB);;

3. Izin Komersil/Izin operasional dari 0SS (Online Single
Submission);

4. Notifikasi Perizinan dan Fasﬂltas dari OSS(Dnlme ‘Single
Submission); 2

5. Surat Kuasa dari pemilik atas pengurusan izin Uzka di
kuasakan); © . i

. 6. Fotokopi akta pendman/perubahan perusahaan (jika
berbadan hukum);

7. Fotokopi kartu tanda penduduk ( KTP );

8. Izin lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan
berlaku efektif dari OSS (Online Single Submission);

9. Fotokopi IMB /surat perjanjian sewa menyewa bangunan;

10. Profil klinik yang akan didirikan meliputi:

a. Struktur organisasi kepengurusan,
b. Peta lokasi;
c. Denah bangunan; ' '
d. Ketenagakerjaan;
' e. Sarana, prasarana dan peralatan;
L Pelayanan yang diberikan;

11. Fotokopi iSurat_Izin Praktek Dokter [SIPD)Penanggung
jawab; °

12. Pas foto 4x6;

13. Map snalhekter plastik.

2 Sistem 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan

mekanisme dan pemenuhan -komitmen ‘izin melalui sistem oss.go.id atau

prosedur langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

2. Pemohon menyetor berkas permohonan

3. persetujuan pemenuhan komitmen izin kepetugas Front
Office untlik pemeriksaan berkas permohonan, apabila
lengkap dan memenuhi ﬁersyaratan, pemohon menerima
tahda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin ;

4. Pemrosesan persetujuan ‘pemenuhan komitmen izin oleh
petugas dan  tim  teknis  untuk - diFerikan
rekomendasi/pertimbangan teknis; '

5. Penerbitan atau penolakan izin melalui 0ss.go.id;

6. engambllan atau Penyerahan surat izin/surat penolakan
melalui petugas Front Office.

3. | Jangka Waktu 5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan)
Pelayanan Seru'n s.dKamis =~ : 08:00s.d15.30 Wita Jum'at :
08:00 s.d 15,30 Wita
4. Biaya Tarif Tldak ada biaya (Gratis)




Produk Layanan

Penerbitan Nomor Induk (NIB)

Persetujuan Komitmen melalui Izin 0SS

Pembeian Bantuan layanan Sijempol

Pemberian peningkatan pelaku usaha melalui BImtek yang
bekerja sama dengan Kemitraém dan Perbankan

Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD
Teknis _

Surat keterangan yang menerangkan dalam proses layanan
perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha

Penanganan

Pengaduan,

sarana dan
masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan secara’tertulis melalui surat

yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Buton Tengah Jin.
Gersamata No.5 Kabupaten Buton Tengah;

Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via;
Telepon : 082352058440

Fax: '

‘SMS/WA ; 082352058440 .

Email : butengdpmptsp@gmail.com

Facebook : BUTENG DPM-PTSP

Instagram : @buteng_dpmptsp

Twitter : @buteng_dpmptsp

Website :dpmptspbutontengah.com

@t A TR

3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari;
4, Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan

adalah :

a. Verifikasi aduan;

b. Mediasi;

c. Koordinasi dan cek lokasi;
d. Sanksi.

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik;

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kes ehatan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtah

Daerah;

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

kesehatan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha

terintegrasi secara elektronik.

Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformai Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

Tentang penyelenggaraan pelayanan Terpadu satu pintu

Daerah;

Peraturan Merteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Tenntegl asi secara

Elektromk Sektor Kesehatan;

H




9,

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Klasifikasi dan Perizman Rumah Sakit.

Sarana dan
Prasarana atau
Fasilitas

1.

-

o U1 w0

Sarana:

Kendaraan roda 2 dan roda 4;
Meja dan kur'sj;

Komputer dan kelengkapan;
Aplikasi pelayanan;

Alat tulis kantor;

Formulir ;

CCTV:

TV;

AG;

Loket Inforn}asi ;

Nomor Antrian Non Elektronik;
. Buku registrasi; |
m. Buku peraturan perundang-undangan.
Prasarana dan fasilitas:

Loket pelayanan;

Ruang konsultasi dan pengaduan;
Ruang pendampingan layanan prioritas ;
a., Toilet;

b. Ruang menyusui;

Fasilitas disabilitas;

Mushola;

Ruang tunggu;

Ruang bermain anak;

Lahan 37arker;

Ruang tim teknis;

i. Jaringan Wifi.

AT ER Me o gop

PRt oo

t

Kompetensi
Pelaksanaan

Front Office harus berijazah SMA maupun D3 ataupun S1
yang sederajat ‘

Harus memiliki kemampuan mengoperasikan
Computer/Paham IT

Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan Bldang Pengembangan
Penanaman Modal secara Berjenjang .

Mempunyai'sertifikat 0SS yang sesuai RBA [Berbas1s Resiko)

10.

Prosedur, system

~|dan mekanisme

=

2

Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik :

a. Bimbingan teknis PTSP;

b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Oﬁ‘:‘ce,
Memiliki skill pengoperasian system berbasis 1n{ormasi
teknologi (IT);

Memiliki kemampuan menganalisis maksud dan tujuan
pelayanan melalui aplikasi dan peraturan perundang-
undangan.

11.

Jumlah
pelaksana

Rl

Petugas informasi;

Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas;
Petugas teknis;.

Petugas pencetak dan penerbit izin; |




5.

Petugas pencatatan Izin;

6. Pejabat penandatanganan izin;
7. Petugas loket penyerahan izin.
12, Pengawasan Dilakukan oleh :
Internal 1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah;
2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan;
3. Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan Iklim
Penanaman Modal;
4. Kepala Bidang Pengendahan dan Pelaksanaan Penanaman
Modal;
5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal.
13. Jaminan 1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya tanda
keamanan dan tangan pejabat berwenang dan tanda barcode;
keselamatan | 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanén sangat di
pelayanan utamakan dan bebas dari pungutan liar. '
14, | Evaluasi Kinerja IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ;
Pelaksana Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemenntah

Al o .

Sistem Informasi Perizinan;
Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala;
Kotak saran dan kotak pengaduan.




STANDAR PELAYANAN .SEI{TOR KESEHATAN

No i Produk IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM
Layanan KLINIKUMUM DAN KHUSUS
1. Persyaratan 1. Surat permohonan bermaterai;
Pelayanan 2, Izin Komersil/lzin operasional dari 0SS (Online Singl'e
Submission);

3. Notifikasi Perizinan dan Fasilitas dari 0SS(Online Single
Submission); _

4. Surat Kuasa dari pemilik atas pengurusan izin (Jika d;
kuasakan);

5. Fotokopi akta pendirian/perubahan perusahaan lea
berbadan hukum);

6. Fotokopi kartu tanda penduduk ( KTP);

7. lzin lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan
berlaku efektif dari OSS (Online Single Submission);

8. Fotokopi IMB /surat perjanjian sewa menyewa bangunan;

9. Profil klinik yang akan didirikan meliputi:

a. Struktur, 6rganisasi kepengurusan;
b. Peta lokasi;

c. Denah bangunan;

d. Ketenagiakeriaan;

e. Sarana,prasarana dan peralatan;

f. Pelayanan yang diberikan;

10. Fotokopi Suratlzin Praktek Dokter (SIPD)Penanggung
jawab; |

11. Pas foto 4x6;

12. Map snalhekter plastik.

2. Sistem 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan
mekanisme dan pemenuhan komitmen izin melalui sistem oss.go.id atau
prosedur langsung ke Dinas Penanaman Modal dan - Pelayanan

- Terpadu Satu Pintu;

2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan
pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk
pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima
berkas sebagai bukti pendaftaran izin ;

3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh
petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi
pertimbangan teknis;

4. Penerbitan atau penolakan izin melalui oss.go.id;

5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin /surat perjolakan
melalui petugas Front Office.

. Jangka Waktu | 5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan) _ !
Pelayanan Senin s.d Kamis : 08:00 s.d 15.30 Wita
Jum'at : 08:00 s.d 15.30 Wita
4, Biaya Tarif Tidak ada biaya (Gratis)
5. | Produk Layanan | 1. Penerbitan Nomor Induk (NIB) 3

2. Persetujuan Komitmen melalui Izin 0SS




i

. Pembeian Bantuan layanan Sijempol
. Pemberian peningkatan pelaku usaha melalui Blmtek yang

bekerja sama dengan Kemitraan dan Perbankan

. Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD

Teknis

. Surat keterangan yang menerangkan dalam proses layanan

perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha

Penanganan

pengaduan,

sarana dan
masukn

Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat
yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Buton Tengah ]Jln.
Gersamata No.5 Kabupaten Buton Tengah;

Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via;
Telepon : 082352058440

Fax:

'SMS/WA : 082352058440

"Email : butengdpmptsp@gmail.com

Facebook : Buteng DPMPSTSP

fnstagram : @buteng_dpmptsp

Twitter : @buteng_dpmptsp

Website :dpmptspbutontengah.com

Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari;

Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan
adalah :

a. Verifikasi aduan

b. Mediasi

c. Koordinasi dan cek lokasi

d. Sanksi.

@M a0 o

Dasar Hukum

; Undang-Und_ang. Nomor 25 ‘Tahun 2009 Tentang.Pelayanan

Publik;

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah;

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas

Tenaga Kesehatan;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24/ Tahun

2018  tentang pelayanan perizinan berusaha termtegrasx
secara elektronik;

. Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor

411/MENKES/PER/111/2010 Tentang Laboratorium Ililinik;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformai Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

. Peraturan Menteri Dalam ‘Negeri Nomor 138 Tahun 2017

Tentang penyelenggaraan pelayanan Terpadu satu pintu
Daerah;

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara

Elektronik Sektor Kesehatan.




Sarana dan
Prasarana atau
Fasilitas

3

Satana:
Kendaraan roda 2 dan roda 4;
Meja dan kursi;
Komputer dan kelengkapan;
Aplikasi pelayanan;
Alat tulis kantor;
Formulir;
CCTV;
TV;
AG ’
Loket Informasi;
Nomor Antrian Non Elektronik;
Buku r‘egis_trasi;
m. Buku peraturan perundang-undangan.
Prasarana dan fasilitas:
a. Loket pelayanan;
‘Ruang konsultasi dan pengaduan;
Ruang pendampingan layanan prioritas ;
Toilet;
. Ruang menyusui ;
Fa3111tas disabilitas;
a. Mushola;
b. Ruang tunggu;
c¢. Lahan parkir;
d. Ruang tim teknis;
e. .Jaringan Wifl.

- N A

fppn g

Kompetensi
Pelaksanaan

4,

Front Office harus ben]azah SMA maupun D3 ataupun|S1 yang
sederajat .

Harus memlhlq; kemampuan mengoperasikan
Computer/Paham I'P

Harus ben]azah/Seftlﬁkat Pelatihan Bldang Pengembangan
Penanaman Modal secara Berjenjang

Mempunyai sertlﬁkdt 0SS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko)

10.

Prosedur,
sistem dan
mekanisme

1. Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik :

a. Bimbingan tekiis PTSP;

b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office;
Memiliki skill pengéperasian sistem  berbasis informasi
teknologi (IT); I,‘

Memiliki l{emamp'uan menganalisis maksud dan tu]uan
pelayanan melalut -aplikasi dan peraturan perundang-
undangan. 3

i

Jumlahe
pelaksana

ST O BT s T N ()

Petugas informasi; < :

Petugas loket pendilftaran / verifikasi berkas;
Petugas teknis:; -

Petugas pencetak dan penerbit izin;

Petugas pencatatan [zin;

Pejabat penand‘at_m?ganan izin;

Petugas loket-penyerahan izin.



I

12, Pengawasan | Dilakukan oleh : .
Internal 1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah;
2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan;
3. Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan Iklim
Penanaman Modal;
4. Kepala BidangPengendaliandan Pelaksanaan Penanaman
Modal;
5. Kepala BidangPengelolaan Data dan Sistem
Informasi Penanaman Modal.
314. Jaminan 1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya tanda
keamanan dan tangan pejabat berwenang dan tanda barcode;
keselamatan | 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat
pelayanan diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
14. | EvaluasiKinerja IKM (Indekss Kepuasan Masyarakat) ;
Pelaksana Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

Sistem Informasi Perizinan;
Raijét Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala;
Kotak saran dan kotak pengaduan.




STANDAR PELAYANAN SEKTOR KESEHATAN

No

Produk Layanan

IZIN PENDIRIAN TOKO OﬁAT

Persyaratan
Pelayanan

1. Surat permohonan bermaterai;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Izin Usaha dari 0SS (Online Single Submission)
4. Notifikasi perizinan dan fasilitas dari 0SS usaha mikro
kecil tidak perlu dilampirkan;
. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
. Fotokopi NPWP A'_poteke;;

. Fotokopi peta lokasi dan dena bangunan ;

. Fotokopi surat izin apotek seb elumnya (apabila ada),
. Pas foto 4x6; '
. Map snalhekter plastik;

5
6
7. Fotokopi STR yang berlaku dan dilegalisir;
8
9

Sistem mekanisme
dan prosedur

1. Pemohon

mengajukan  permohonan  persetujuan
pemenuhan komitmen izin melalui sistem Oss,go.id atau
langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintuy;

2. Pemohon menyetor bérkas permohonan persetujuan

pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk
pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda
terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin ;

3. Pemrosesan-persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh |

petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/
pertimbangan teknis; 1

4. Penerbitan atau penolakan izin melalui 0ss.go.id;

5. Pengambilan’ atau Penyerahan surat izin

/surat
penolakan melalui petugas Front Office. '

Jangka Waktu
Pelayanan

Jum'at

5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan)

: 08:00 s.d 15.30 Wita
: 08:00 s.d 15.30 Wita

Senin s.d Kamis

Biaya Tarif

Tidak ada biaya (Gratis)

Produk Layanan

1
2
3.
4

. Penerbitan Nomor Induk (NIB)

. Persetujuan Komit;ilen melalui Izin 0SS

Pembeian Bantuan layanan Sijempol

. Pemberian peningkatan beiaku usaha melalui Blmtek yang
bekerja sama dengan Kemitraan dan Perbankan

Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD
Teknis

Sllg"at ketefahgan yang menerangkan dalam proses
layanan perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha

Penanganan

pengaduan,

sarana dan
masukn

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat
yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman l\Iflodal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintd Kab.Buton Tengah Jin.
Gersamata,No.5 Kabupaten Buton Tengah.

2. Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via;




a. Telepon : 082352058440
b. Fax : :
¢ SMS/WA,: 082352058440

d. ‘Email: butengdpmptsp@gmail.com
e. Facebook r Buteng DPMPTSP

f. Instagram : @buteng dpmptsp

g. Twitter : @buteng dpmptsp

h. Website :dpmptspbutontengah.com

3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari;

4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan
masukan adalah :

a. Verifikasi aduan;
b. Mediasi;
c. Koordinasi dan cek lokam
d. Sanksi; :
Dasar Hukum  |1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional;

2. Undang-undang Nomof 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik; : E

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2018 tentang pelayanan‘ perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66
tahun 2020 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan ; .

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang standar sarana dan prasarana sekolah/
médljasah pendidikan umum;

8. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 81
tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan Non
formal;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
pedoman standar pelayanan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun
2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan
penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.

Sarana dan 1. Sarana:
Prasarana atau a. Kendaraan roda 2 danroda 4;
Fasilitas b. Meja dan kursi;
c. Komputer dan kelengkapan;
d. Aplikasi pelayanan;
e. Alat tulis kantor;
f. Formulir;




g CCTV;
h. TV;
L AG .

j.  Loket Informasi; .
k. Nomor Antrian Non Elektronik;

. Buku registrasi;

m. Buku peraturan perundang-undangan.
Prasarana dan fasilitas:

a.  Loket pelayanan;

b. Ruang konsultasi dan pengaduan;

¢. Ruang pendampingan layanan prioritas;
d. Toilet;

e. Ruang menyusui;

Fasilitas disabilitas;

Mushola;

Ruang tunggu;

Ruang bermain anak;

Lahan parkir;

Ruang tim teknis;

Jaringan Wifi,

me a0 o

Kompetensi
Pelaksanaan

l"ront Office harus berijazah SMA maupun D3 ataupun S1
yang sederajat

Harus memiliki kemampuan mengoperasikan|
Computer/Paham IT

Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan Bldang Pengembangan
Penanaman Modal secara Berjenjang

Mempunyai sertifikat 0SS yang sesuai RBA (Berbasis
Resiko)

10,

Prosedur, sistem
dan mekanisme

Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik:

a. Bimbingan teknis PTSP; |

b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office;

c. Memiliki skill pengoperasian system berbasis

informasi teknologi (IT);

Memiliki kemampuan menganalisis maksud dan tujuan
pelayanan melalui aplikasi dan peraturan perundang-
undangan.

1i.

Jumlah pelaksana

J[ N P N

Petugas informasi;

Petugas loket pendaftaran/verifikasi berkas;
Petugas teknis;

Petugas pencetak dan penerbit izin;

Petugas pencatatan Izin;

Pejabat penandatanganan izin;

Petugas loket penyerahan izin.

12,

Pengawasan
Internal

Dllakukan oleh:
1.
Z.
3.

Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah;
Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan;
Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan Iklim

Penanaman Modal ;
. 1



g o "

Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan
Penanaman Modal;
Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal.

13,

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya
tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode;
Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di
utamakan dan bebas dari pungutan liar.

14.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

SR

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ;

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
Sistem Informasi Perizinan;

Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala;

Kotak saran dan kotak pengaduan.




STANDAR PELAYANAN SEKTOR KESEHATAN

No | Produk Layanan IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM
L Persyaratan 1. Surat permohonan bermaterai;
Pelayanan 2. Fotokopi kartu tanda penduduk ( KTP );

3. Fotokopi NPWP;

4, Fotokopi ljazah yang dilegalisir;

5. Fotokopi STR; ]

6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat
[zin Praktik;

7. Surat pernyataan memiliki tempat praktik;

8. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan
kesehatan tempat praktik;

9. Pas foto 4x6;

10. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IDI);

; 11. Rekomendasi dari  kepala  Dinas Kesehatan
i Kabupaten/Kota atau pejabat yang di tunjuk;

12. Menyiapkdn E-mail aktif;

13. Map snalhekter plastik.

2 Sistem 1. Pemohon ' mengajukan permohonan persetujuan
mekanisme dan pemenuhan koniitq{en izin melalui sistem sicantik cloud
prosedur atau langsung ke Dijjas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;:

2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan
pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk
pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda |
terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin ;

3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh
petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/
pertimbangan teknfs; |

4, Henerbitan atau peniolakan izin melalui Sicantik cloud;

5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin/surat penolakan
melalui petugas Front Office.

3. Jangka Waktu 5 (Hari) Jam (kerja Pelalyanan)
Pelayanan Senins.d Kamis : 08:00 s.d 15.30 Wita
Jum’at : 08:00 s.d 15.30 Wita
4. Biaya Tarif Tidak'ada biaya (Gratis}
B, Produk Layanan | 1. Penerbitan Surat [zin Praktik (SIP)
2. Persetujuan Komitmen melalui Sicantik cloud;

3. Perbitan Surat” Permintaan Rekomendasi Teknis oleh

OPD Teknis
6. Penanganan 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat
pengaduan, y'ang ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
sarana dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Buton Tengah Jin.
masukn Gersamata No.5 Kabupaten Buton Tengah.
= 2. Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via;

a.. Telepon: 082352058440




Fax : _

- SMS/WA : 082352058440
Email:butengdpmptsp@gmail.com
Facebook : Buteng DPMPTSP
Instagram : @buteng_dpmptsp
Twitter : @buteng_d,pmptsp
Website dpmptspbutontengah com

Fm oMo oo g

3. Wakl:u penyelesaian aduan 3 (tiga) hari;

4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan
masukan adalah :

a. Verifikasi aduan;
b. Mediasi;
c. Koordinasi dan cek lokasi;
d. Sanksi.
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik; ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah;

4. Peraturan Pemerintah. Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66
tahun 2020 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan ;

6. Keputusan Menteri " Pendidikan Nasional Nomor
060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang standar sarana dan prasarana sekolah/
madrasah pendidikan umum;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
81 tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan Non
formal;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
pedoman standar pelayanan ;

10. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 36 tahun
2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan
penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.

Sarana dan 1. Sarana:
Prasarana atau a. Kendaraanroda 2 dan roda 4;
Fasilitas Meja dan kursi;

" Komputer dan kelengkapan;
Aplikasi pelayanan; «
Alat tulis kantor;
Formulir ;
CCTV;

L




h. " TV;
i AC;
j. LoketInformasi; =
k. Nomor Antrian Non Elektronik;
L. Buku registrasi;
m. Buku peraturan perundang-undangan.
Prasarana dan fasilitas :
a. Loket pelayanan;
b. Ruang konsultasi dan pengaduan;
¢. Ruang pendampingan layanan prioritas;
d. .Toilet;
e. -Ruang menyusui ;
f. Fasilitas disabilitas;
g Mushola;
h. Ruang tunggu;
Ruang bermain anak;
a. Lahan parkir;
b. Ruang tim teknis;
¢ Jaringan Wifi,

Kompetensi
Pelaksanaan

=

Front Office harus berijazah SMA maupun D3 ataupun S1
yang sederajat

Harus memiliki kemampuan mengoperasikan
Computer/Paham IT °

Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan Bldang Pengembangan
Penanaman Modal secara Berjenjang

Mempunyai sertifikat 0SS yang sesuai RBA (Berbasis
Resiko)

10.

Prosedur, sistem
dan mekanisme

Memahami tugas dan fungsi pelayanan public yang baik :
a. Bimbingan teknis PTSP;

b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office;
Memiliki skill pengoperasian system berbasis informasi
teknologi (IT);

Memiliki kemampuan menganalisis maksud dan tujuan
;ielayanan melalui aplikasi dan peraturan perundang-
lmdangan, ;

g i

Jumlah pelaksana

N oo W

Petugas informasi; T

Petugas loket pendaﬁaran / verifikasi berkas;
Petugas tekms,

Petugas pencetak dan penerbit izin;

Petugas pencatatan Izin;

Pejabat penandatanganan izin;

Petugas loket penyerahan izin;

12.

Pengawasan
" Internal

Dilakukan oleh :

a.
b.

¢ Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan Iklim

Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah;
Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Penzman

Penanaman Modal;
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Kepala Bidang- ‘Pengendalian dan Pelaksanaan
Penanaman Modal;*

Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal:

13.

Jaminan keamanan | 1. Keamanan produig dijamin keaslianya dengan adanya
{ dan keselamatan tanda tangan pejahat berwenang dan tanda barcode;
pelayanan 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di
utamakan dan bebas dari pungutan liar.
14, | Evaluasi Kinerja IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ;

Pelaksana

b G0 1

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

Sistem Informasi Perizinan

Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala
Kotak saran dan kotak pengaduan.
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STANDAR PELAYANAN SEKTOR KESEHATAN

Produk Layanan |

No IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS
1. Persyaratan 1. Surat permohonan bermaterai;
Pelayanan 2.  Fotokopi kartu tanda penduduk ( KTP);

3. Fotokopi NPWP;

4.  Fotokopi [jazah yang dilegalisir;

5. Fotokopi STR;

6. ‘Surat keterangan sehat dari dokter yang memilikl Surat
* Tzin Praktik;

7.  Surat pernyataan memiliki tempat praktik;

8. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan |
. kesehatan tempat praktik;

9. Pas foto 4x6; _'

10. Rekomendasi dari Otganisasi Profesi (IDI);

11. Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan

12. Kabupaten/Kota atau pejabat yang di tunjuk;

13. Menyiapkan E-mail aktif;

14. ‘Map snalhekter plastik;

2. | Sistem mekanisme | 1. Pemohon mengajukan  permohonan  persetujuan
dan prosedur pemenuhan komitmen izin melalui sistem sicantik cloud
atau langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;

2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan
pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk
pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima
"berkas sebagai bukti pendaftaran izin ;

3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh
petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/
pertimbangan teknis;

4, .Penerbitan atau penolakan izin melalui Sicantik cloud;

5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin/surat penolakan
melalui petugas Front Office. '

3. Jangka Waktu 5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan) !
Pelayanan Senins.d Kamis  : 08:00 s.d 15.30 Wita Jum’at: 108:00
s.d 15.30 Wita .
4, Biaya Tarif Tidak ada biaya (Gratis)
5 Produk Layanan | 1. Penerbitan Surat Izin Praktif (SIP)

2. Persetujuan Komitmen melalui Sicantik Cloud;

3. Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD
Teknis ,

6. Penanganan 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat
pengaduan, sarana yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan masukn

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Buton Tengah Jin.

_Gersamata No.5 Kabupaten Buton Tengah;




o

Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via:
Telepon : 082352058440

Fax:

SMS/WA : 082352058440
Email:butengdpmptsp@gmail.com

Facebook : Buteng DPMPTSP

Instagram : @buteng_dpmptsp

Twitter : @buteng dpmptsp

. Website:dpmptspbutontengah.com

Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari;

Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan
adalah : "

a. Verifikasi aduan

b. Mediasi

c. Koordinasi dan cek lokasi

d. Sanksi.

Fo Mmoo 0 oW

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2018  tentang pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66
Tahun 2020 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan ;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002
tentang pedoman pendirian sekolah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang standar sarana dan prasarana sekolah/
madrasah pendidikan umum;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
-Tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan Non
formal; ,’

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
‘Reformasi Birokrasi .Nomor 15 Tahun 2014 (tentang

pedoman standar pelayanan ;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun

2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan
penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.

Sarana dan
Prasarana atau
Fasilitas

Sarana:

a. Kendaraan roda 2 dan roda 4;
b. Meja dan kursi; '

c. Komputer dan kelengkapan;
'd. Aplikasi pelayanan;

e. Alat tulis kantor;

{
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Formulir; j
CCTV;

TV;

AC;

Loket Informasi;

Nomor Antrian Non Elektronik;

Buku registrasi;

m. Buku peraturan perundang-undangan.

Pt p gy B
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2. Prasarana dan fasilitas:

»

Loket pelayanan;

Ruang konsultasi dan pengaduan;

Ruang pendampingan layanan prioritas ;
- Toilet;

Ruang menyusui ;

Fasilitas disabilitas;

Mushola;

Ruang tunggu;

Ruang bermain anak;

Lahan parkir;

Ruang tim teknis;
I, Jaringan Wifi.

FT R EF@ Mo e g

9. |[Kompetensi 1. Front Office harus berijazah SMA maupun D3 ataupun S1
Pelaksanaan | yang sederajat
2. Harus memiliki kemampuan mengoperasikan
Computer/Paham IT
3. Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan Bldang Pengembangan
Penanaman Modal secara Berjenjang
4. Mempunyai sertifikat OSS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko)
10. | Prosedur, system |1. Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik :
dan mekanisme a. Bimbingan teknis PTSP
b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office

2. Memiliki skill pengoperasian sistem  berbasis informasi
teknologi (IT);

3. Memiliki kemampuan menganalisis maksud dan tujuan
pelayanan melalui aplikasi dan peraturan perundang-
undangan. !

11. | Jumlah pelaksana | 1. Petugas informasi; '

2. Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas;

3. Petugas teknis;

4. Petugas pencetak dan penerbit izin;

5. Petugas pencatatan Izin;

6. Péjabat penandafanganan izin;

7. Petugas loket penyerahan izin;

12. | Pengawasan Dilakukan oleh :
Internal 1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah;
2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan;
3. Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan 'Iklim

Penanaman Modal ;




I@pala Bidang Pengendalian dan PelaksanaanPenanaman

Modal;
Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Penanaman Modal.

13,

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya tanda

tangan pejabat berwenang dan tanda barcode;

. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanansangat di

utamakan dan bebas dari pungutan liar.

14.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Uos W N

. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ;

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

. Sistem Informasi Perizinan;
. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala;

. Kotak saran dan kotak pengaduan.




STANDAR PELAYANAN SEKTOR KESEHATAN

No

Produk
Layanan

IZIN PRAKTIK BIDAN

Persyaratan
Pelayanan

Surat permohonan'bermaterai;

Fotokopi kartu tanda penduduk ( KTP );

Fotokopi NPWP;

Fotokopi Ijazah yang dilegalisir;

Fotokopi STR;

Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin

Praktik;

Surat pernyataan memiliki tempat praktik;

8. Suratketerangandaripimpinanfasilitaspelayanan
tempat praktik; )

9. Pas foto 4x6;

10. Rekomendasi dari Organisasi Profesi ( IBI J;

11.Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
atau pejabat yang di tunjuk;

12. Menyiapkan E-mail aktif;

13. Map snalhekter plastik.

il ol

e

kesehatan

Sistem
mekanisme
dan
prosedur

1. Pemohon mengajukan permchonan persetujuan pemenuhan
komitmen izin melalui sistefn sicantik cloud atau langsung ke
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2. Pemohon . menyetor berkas permohonan persetujuan
pemenuhan komitmen izin' kepetugas Front Office untuk
pemerik's'aan berkas permohonan, apabila lengkap dan
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima
berkas sebagai bukti pendaftaran izin ;

3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh
petugas dan tim teknis
untukdiberikanrekomendasi/pertimbangan teknis;

4. Penerbitan atau penolakan izin melalui sicantik cloud;

Pengai}ubilan atau Penyerahan surat izin /surat penolakan

melalui petugas Front Office.

&

Jangka Waktu
Pelayanan

5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan)
Senin s.d Kamis 08:00 s.d 15.30 Wita Jum’at
08:00 s.d 15.30 Wita

Biaya Tarif

Tidak ada biaya (Gratis)

Produk
Layanan

1. Penerbitan Surat Izin Praktik (SIP)

2. Persetujuan Komitmen melalui Sicantik Cloud

3. Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD
Teknis '

Penanganan

pengaduan,

sarana dan
masukn

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang
ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Buton Tengah Jln.
Gersamata No.5 Kabupaten Buton Tengah;

2. Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via;

a. Telepon: 082352058440
b. Fax : '-




~ &%

SMS/WA : 082352058440

Email : bgten.gdgmptsp@gmail.com
Facebook : Buteng DPMPTSP
Instagram : @buteng_dpmptsp
Twitter : @buteng_dpmptsp

. Website :dpmptspbutontengah.com

@ mE Qo

. Waktu penyelesgian aduan 3 (tiga) hari;
. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan ;

a. Verifikasi aguan;

b. Mediasi;

c. Koordinasi dan cek lokasi;
d. Sanksi.

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional;
Undang-undang Nomor 25: Tahun 2009 Tentang pelayanan
publik;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah;
Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2018 tentang pelayananperizinan berusaha terintegrasi
secara elektronik;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomoré66 tahun
2020 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan ;
Keputasan menteri pendidikan nasional Nomor 060/2002
tentang pedoman pendirian sekolah;
Peraturan menteri pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007  tentang  standdar sarana dan  prasarana
sekolah/madrasah pendidikan umum;
Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 81
tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan Non formal;
Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman
standar pelayanan;
10.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36
tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan
penutupan satuan pendldlkan dasar dan menengah.

Sarana dan
Prasarana
atau Fasilitas

. Sarana:

Kendaraan roda 2 dan roda 4;
Meja dan kursi;

Komputer dan kelengkapan;
Aplikasi pelayanan;

Alat tulis kantor;

Formulir ;

CCTV;

TV;

AC:

Loket Informasi;

Nomor Antrian Non Elektronik;
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2.

1. Buku registrasi; ;

m. Buku peraturan pemndang-undangan
Prasarana dan fasilitas:

Loket pelayanan;

Ruang konsultasi dan pengaduan,
Ruang pendampingan Iajranan prioritas;
Toilet;

Ruang menyusui ;

Fasilitas disabilitas;

Mushola;

Ruang tunggu;

Ruang bermain anak;

Lahan parkir;

Ruang tim teknis;

Jaringan Wifi. ]
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Kompetensi
IPelaksanaan

Front Office harus beri]azah SMA maupun D3 ataupun S1 yang
sederajat ;

Harus memiliki kemampuan mengopera51kan Computer/Paham
IT

. Harus berijazah/Sertifikat ‘Pelatihan Bldang Pengembangan

Penanaman Modal secara Berjenjang
. Mempunyai sertifikat OSS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko)

10.

Prosedur,
sistem dan
mekanisme

1

Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik :

a. Bimbingan teknis PTSP

b, Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office
Memilikiskillpengoperasian sistem  berbasis informasi
teknologi (IT7;

Memiliki kemampuan menganalisis maksud dan tujuan
pelayanan melalui aplikasi dan peraturan perundang-
undangan.

11.

jumlah
pelaksana

N U e W R

Petugas informasi;

Petugés loket pendaftaran / verifikasi berkas;
Petugas teknis;

Petugas pencetak dan penérbit izin;

Petugas pencatatan Izin;

Pejabat penandatanganan izin;

. Petugas loket penyerahan i 1zm,

Pengawasan
Internal

Dﬂakukan oleh : .

1.
2.
3.

Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah;

Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan;

Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman
Modal ;

Kepala Bidang Pengendahan dan Pelaksanaan Penanaman
Modal;

Kepala BidangPengelolaan Data dan Sistem

Inforinasi Penanaman Modal;




13. | Jaminan . Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya tanda |
keamanan tangan pejabat berwenang dan tanda barcode;
dan . Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanansangat di
keselamatan utamakan dan bebas dari pungutan liar.
pelayanan

14. | Evaluasi IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ;
Kinerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
Pelaksana Sistem Informasi Perizinan;

Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala;
Kotak saran dan kotak pengaduan.




STANDAR PELAYANAN SEKTOR KESEHATAN

T s IZIN PRAKTIK PERAWAT
Layanan
A Persyaratan 1. Surat permohonan bermaterai;
Pelayanan 2. Fotokopi kartu tanda penduduk ( KTP );

3. Fotokopi NPWP;

4, Fotokopi Ijazah yang dilegalisir;

5. Fotokopi STR;

6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik;

7. Surat pernyataan memiliki tempat praktik;

8. Suratketerangandaripimpinanfasilitas pelayanan kesehatan
tempat praktik; '

'9, Pas foto 4x6;

10. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PPNI );

11. Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan; Kabupaten/Kota
atau pejabat yang di tunjuk

12. Menyiapkan E-mail aktif;

13. Map snalhekter plastik.

2. Sistem 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan
mekanisme dan komitmen izin melalui sistem sicantik cloud atau langsung ke
prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2, Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan
pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk
pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima
berkas sebagai bukti pendaftaran izin ;

3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh
petugas dan  tim  teknis untuk diberikan
rekomendasi/pertimbangan teknis;

| 4. Penerbitan atau penolakan izin melalui sicantik cloud;

5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin/suratpenolakan

melalui petugas Front Office.
3. Jangka Waktu | 5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan)
Pelayanan Senin s.d Kamis : 08:00 s.d 15.30 Wita
Jum’at : 08:00 s.d 15.30 Wita
4, Biaya Tarif Tidak ada biaya (Gratis)
5. | Produk Layanan |1. Penerbitan Surat Izin Praktik (SIP)

2. Persetujuan Komitmen melalui sicantik cloud

3. Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD
Teknis

6. Penanganan |1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat
pengaduan, yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Sizzzss ? Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Buton Tengah ]Jin.

Gersamata No.5 Kabupaten Buton Tengah.




Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via;
a. Telepon: 082352058440
b. Fax ':'

SMS/WA :082352058440

Email :butengdpmptsp@gmail.com
Facebook : Buteng DPMPTSP

o oo

Instagram : @buteng dpmptsp
Twitter : @buteng dpmptsp

@ ™ oo

Website :dpmptspbutontengah.com

Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari;

Tindak lanjut penaﬁganan pengaduan, saran dan masukan
adalah :

Verifikasi aduan;

Mediasi; i

Koordinasi dan cek lokasi;

Sanksi. "

g DB R

Dasar Hukum

Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional; |

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2018 tentang pelayanan - perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor66 tahun
2020 tentang pengelolaan danpenyelenggaraan pendicliikan ;
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002
tentang pedoman pendirian sekolah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun

2007 tentang standar sarana dan prasarana sekolah/
madrasah pendidikan umum;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
tahun 2013 tenfang pendirian satuan pendidikazlz Non
formal;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

pedoman standar pelayanan ; 1







10. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 36 Tahun

2014 tentang pédoman pendirian, perubahan dan

penﬁtupan satuan pendidikandasar dan menengah.

Sarana dan
Prasarana atau
Fasilitas

. Sarana:

Kendaraan roda 2 dan roda 4;
Meja dan kursi;
Komputer dan kelengkapan;

g B

g 0

Aplikasi pelayanan;

Alat tulis kantor;

Formulir ;

CCTV;

TV;

AG; A

j. Loket Informasi; |

k. Nomor Antrian Non Elektronik;
l.  Buku registrasi; |

Fo@om e
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m. Buku peraturan perur;ciang-undangan.
Prasarana dan fasilitas:

a. Loket pelayanan;

b. ‘Ruang konsultasi dan pengaduan;

¢. Ruang pendampingan layanan prioritas ;
d. Toilet; d

e. , Ruang menyusui ;

f. Fasilitas disabilitas;
g. Mushola;

h. Ruang tunggu;

Ruang bermain anak;
Lahan parkir; g
Ruang tim teknis;

1. Jaringan Wifi.

R
Z

Kompetensi
Pelaksanaan

4.

3.

Front Office harus berijazah SMA maupun D3 ataupun S1 yan
sederajat

Harus memiliki kemampuan mengoperasikan
Computer/Paham IT

Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan Bldang Pengembangan
Pepanaman Modal secara Berjenjang

Mempunyai sertifikat OSS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko)

10.

Prosedur,
sistem dan
mekanisme

1. Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik :

a. .Bimbingan teknis PTSP
b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office
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' 2. Mem1111qsk1llpé‘1goperas1aﬁ s1stem Berﬁsis_';fi 'informasi_
teknologi (IIJ o ; '

3. Memiliki kemampuan menganahsls maksud dan tu]uan .
pelayanan frrelalul apl1,kasx dan peraturan perundang-
undangan. . : :

0 Jumlah 1. Petugas inforymasi;
pelaksana 2. Petugas loket pendaftaran/venﬁka51 berkas; I+, -

3. - Petugas teknis; ; '

4. Petugas pencetak dan penefblt izin; o :

5. Petugas pencatatan Izin; | '

6. Pejabat penandatanganan izi'n, ﬁ' :

7. Petugas loket penyerahan izin. g i

12 Pengawasan | Dilakukan oleh :* ' - N
Internal 1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah;

2. Kepala Bidang?_elayanan + Penanaman Modal_Perizinan;,.'

3. Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan Iklim
Penanaman Modal; .

4. KepalaBidangPgngendaliandan Pelaksanaan
Penanaman Modal; * 3

5. KepalaBidangPengelolaanDatadan Sistem . Informasi
Penanaman Mogdal. - o "

| 13. Jaminan 1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya tanda
keamanan dan tangan pejabat berwenang dan tanda barcode;
keselamatan |2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanansangat di
pelayanan utamakan dan bebas dari pungutan liar. - ‘
14. | EvaluasiKinerja 1__.A IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ;
Pelaksana 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
* |3, Sistem Informasi Perizinan;
4. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala;
Bz

Kotak saran dan kotak pengaduan.



STANDAR PELAYANAN SEKTOR INDUSTRI

Produk
Layanan

IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG

Persyaratan
Pelayanan

W

10

Surat permohonan bermaterai; -

Nomor Induk Berusaha (NIB);

Izin usaha dari OSS (Online .S‘mg?e Submission); 4
Fotokopi akta pendm perubahan perusahaan jika, bérbadan
hukum; ‘ .

Persetujuan  pemenuhan - komitmen. SPPL/UKL-
UPL/AMDAL; o

Persetujuan pemenqhan komitmen izin lokasi;

Fotokopi peta lokasi dan denah bangunan;

Daftar sarana dan prasarana yang di gunakan dalam proses
produksi;

Fotokopi sertifikat laik higiences pangan;

. Fotokopi kartu tanda penduduk ( KTP ); .
2 i
12.
13.

Fotokopi NPWP;
Pas foto 4x6;
Map snalhekter plastik. |

Sistem
mekanisme
dan prosedur

Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan
komitmen izin melalui system oss.go.id atau langsung ke

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

: Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan

pemenuhan komitmen izin Kepetugas Front Office untuk
pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima
berkas sebagai bukti pendaftaran izin ;

Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh
petugas dan tim . teknis untuk diberikan
rekomendasi/pertimbangan teknis; '
Penerbitan atau penolakan izin melalui oss.go.id;
Pengambilan atau Penyerahan surat izin/surat penolakan
melalui petugas Front Office. '

Jangka Waktu
Pelayanan

5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan)

Senin s.d Kamis : '08:00 s.d 15.30 Wita
Jum'at : 08:00s.d 15.30 Wita

Biaya Tarif

Tidak ada biaya (Gratis)

3 b T



Produk Layanan

:‘*‘.‘”.‘\J!‘“

Penerbitan Nomor Induk (NIB) | ]
Persetujuan Komitmen melalui lzin 0SS
Pembeian Bantuan layanan Sijempol ‘
Pemberian peningkatan pelaku usaha melalui Bimtek yang
bekerja sama dengan Kemitraan dan Perbankan '
Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD
Teknis '

Surat keterangan yang menerangkan dalam proses layanan
perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha

Penanganan

pengaduan,

sarana dan
masukn

Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang
ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu .Kab.Buton Tengah Jln.
Gersamata No.5 Kabupaten Buton Tengah;

2. Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via;

a. Telepon: 082352058440

Fax : . -

SMS/WA :082352058440 .

Email : butengdpmptsp@gmail.com

Facebook : Buteng DPMPTSP

Instagram : @buteng dpmptsp

Twitter : @buteng dpmptsp

Website dpmptspbutontengah com

Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari; _
Tindak lanjut penanganan pengaduan saran dan masukan
adalah: '

a. Verifikasi aduan

b. Mediasi

¢. Koordinasi dan ¢ek lokasi

d. Sanksi.

F@me pn o

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan |
Publik; '

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Permdustrlan,
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtghan
Daerah; ; :
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang usaha
Industri;

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015tentang
kawasan industry;

Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Normor24 Tahun
2018 tentang pelayanan perizinan berusaha termtegrasx
secara elektronik; ' .
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman




-

8.

=

standar pelayanan; cow [
Peraturan  Menteri® Perindustrian  Nomor  81/M-
IND/PER/10/2014 tentang perubahan peraturan menteri
perindlistnan nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang
ketentuan dan tatacara daftar Ihdustrl

 Sarana dan

Prasarana
atau Fasilitas

Sarana:

Kendaraan roda 2 dan r&dq '4;
Meja dan kursi;

Komputer dan kelengkapan;
Aplikasi pelayanan;

Alat tulis kantor;’

Formulir ;

CCTV;

TV;

AC;

Loket Informasi;

Nomor Antrian Non Elekfronik;
Buku registrasi; e

m. Buku peraturan perundang-yndangan.
Prasarana dan fasilitas :

a. Loket pelayanan;

b. Ruang konsultasi dan pengaduan,
Ruang pendampingan layanan prioritas ;
Toilet;

Ruang menyusui ;

Fasilitas disabilitas;

Mushola;

Ruang tunggu;

Ruang bermain anak;

Lahan parkir;

Ruang tim teknis;

Jaringan Wifi.

SRS E® MO po g

MET S @M Ao

Kompetensi
Pelaksanaan

Front Office harus berijazah SMA maupun D3 ataupun S1 yang
sederajat
Harus memiliki kemampuan mengeperasikan
Computer/Paham IT

Harus berijazah/Sertifikat Pelat:lhan Bldang Pengembangan
Penanaman Modal secara Berjenjang

. Mempunyai sertifikat'OSS yang sésuai RBA (B erba515 Resnko)

10.

Prosedur,sist
em dan
mekanisme

2.

1 Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik :

3.

' undangan

a. Bimbingan teknis PTSP -

b. Bimbingan teknis excellent Serwce bagi Front Office
Memiliki skill pengoperasmn system berbasis informasi
teknologi (IT}); 5

Memiliki kemampuan menganalisis maksud dan tujuan
pelayanan melalui aplikasi dan peraturan perundang-




i Jumlah 1. Petugas informasi; :
pelaksana |2. Petugas loket pendaftaran / venﬁkamberkas,
3. Petugas teknis;
4. Petugas pencetak dan penerbit i izin;
5. Petugas pencatatan |zin;
6. Pejabat penandatanganan izin; -
{7. Petugas loket penyerahan izin.
12. | Pengawasan | Dilakukan oleh: -
Internal 1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah; -
2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan;
3. Kepala Bidang Kepala Bldang Pengembangan klim
Penanaman Modal; ¥
4. Kepala Bidang Pengendahan dan Peiaksanaan Penanaman
Modal; -
5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan SistemInformasi
: Penanaman Modal. i
13. | Jaminankeam | 1. Keamananprodukduam1nkeashanyadenganadanyatandatanga
anan dan : npe]abatberwenang dan tanda barcode;
keselamatan | 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di
pelayanan utamakan dan bebas dari pungutan liar.
14. | EvaluasiKine IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ;, .
rja Pelaksana Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; .

Sistem Informasi Perizinan; .
Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala;
Kotak saran dan kotak pengaduan. ' i
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STANDAR PELAYANAN SEKTOR PER.DAGAN GAN

1
2
3.
4

o | HroduE TANDA DAFTAR GUDANG
Layanan
1. | Persyaratan | 1. Suratpermochonan .bermate;rau -
Pelayanan | 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); -
3. Izin usaha dari 0SS (Online Single Submission);
4, Notifikasi perijinan dan fasilitas dari 0SS (Online Singfé
Submission);
5. Fotokopi akta pendiri, perubahan perusahaan jlka berbadan
hukum; -
6. Persetujuan pemenuhan . komitmen
SPPL/UKL- UPL/AMDAL v
7. Persetujuan pemenuhan komitmen izin lokasi;
8. Fotokopi peta lokasi dan denah hangunan;
9. Daftar sarana dan prasarana yang dl gunakan dalam proses
produksi; :
10. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);
11. Fotokopi NPWP;
12. Pas foto 4x6;
13. Map snalhekter plastik.
2. Sistem 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan
mekanisme komitmen izin melalul sistem 0ss.go.id atau langsung ‘ke
dan presedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pemohon menyetor | berkas. permohonan persetujuan
pemenuhan komitmen izin ’kepetugas Front Office untuk
pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan
memenuhi persyaratan, pemchon menerima tanda terima
berkas sebagai bukt! pendaftaran izin ;
3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen 1zm oleh
petugas dan tim teknis untuk drbenkan rekomendasi &
. pertimbangan teknis; -
4. Penerbitan atau penolakanizin melalui Oss.go.id;
5. Pengambilan atau Penyerahan surat zzm/suratpenolbkan
melalui petugas Front Office. - )
3. | Jangka Waktu | 5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan) '
Pelayanan- | Senin s.d Kamis 08:0b s.d 15. 30 Wita Jum’at
08:00 si‘i 17.00 Wita
4, Biaya Tarif | Tidak ada biaya (Gratis) .
5. |Produk Layananfl. Penerbitan Nomor Induk [NIB)

. Persetujuan Komitmen tnelalul Izin OSS

Pembeian Bantuan layahan Sijempol

. Pemberfan peningkatan pelaku usaha melalui BImtek yang

bekerja sama dengan Kgmitraan dan Perbankan

Perbitan Surat. Permirtaan Rekomendasi Teknis oleh OPD
Teknis

Surat keterangan yang menerangkan dalam proses layanan
perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha
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Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang

| 6. Penanganan |1.
pengaduan, ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP
sarana dan Kab, Buton Tengah, jlr. Gersamata No. Kab. Buton Tengah.
masukan 2. Pengaduan, Saran dan Masuk:an Secara Langsung via;
a. Telepon: 08235205%}40
b. SMSMA:08235205'3440 :
c. Email: ap@ '
d. Facebook: Buteng DPMPTSP ‘
e. Instagram: @buteng‘_dpmptSp
f. Twitter : @buteng_dpmptsp
g. Website dpmptspbuton‘tengah com

3. Waktu pelayanan aduan 3 [tlga) hari;

4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan
adalah : -

a. Verifikasi aduan
b. Mediasi .
c¢. Koordinasi dan cek lchaSL
d. Sanksi. v

i Dasar Hukum (1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sisterh Resi
Gudang Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2006.Sistem Resi Gudang; ;

2. Undang - Undang Nomnr 25 Tahun 2014 Ten’cang Pelayanan
Publik; v

3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tetang Perdagangan;

4. Peraturan Pemerintali Nomor .23 Tahun 2015 Tentang
Pemerintahan Daerah;’ ‘

5. Peraturan Pemermt;-zh Republik Indonesia  Nomor
33Tahun2018TentangPer1zmanBerusaha Terintegrasi Secara
Elektronik; ' -

6. Peraturan Pemerintah Repubhk Indonesxa Nomor33 Tahun
2019 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemilk
Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Standar Pelayanan; ,

8. ‘Peraturan  Menteri  Pedagangan  Nomor  16/M-
Dag/Per/3/2016TentangPerubahanPeraturanMenteriPerdag
anganNomor 90/M- Dag/Per/12/2004 TentangPenataan
Dan Pembinaan Gudang;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 Terl;tang '
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

10, Peraturan Menteri Perds;:gang:an Republik Indonesia Npomor

64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelayanan
Berizin Berusaha Termtegram Secara Elektronik di bidang
Perdagangan;

|
|

_J
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Peraturan Daerah Kab. Buton ' ;Tengah

i 11.
Nomor12Tahun2011tentangpenyelenggaraan pergudangan;
12. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 28 Tahun 2021
Tentang Perubahan Perzturan Bupati Buton Tengah Nomor
24 Tentang Pendelegasian Kewenanagan Pelayanan
Perizinan Maupun Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modaldan Peiayanan Perizinan.
8. Saranadan |1. Sarana: '
Prasarana a. Kendaraan roda 2 dan roda 4;
atau Fasilitas b. Meja dan kursi;
c. Komputer dan kelengkapan; -
d. Aplikasi pelayanan -.,
e. Alattulis kan'mr .
f. Formulir; , ~.+°
g. CCTV; '
h. TV; & K
i. AC; . e
j. Loket Informasi;. - g
k. Nomor Antrian Nen- fjlektromk
. Bukuregistrasi; -
m. Buku peraturan perhndang—uhdangan.
2. Prasarana dan fasilitas: |
a. Loketpelayanan;
b. Ruang konsultasi dan pengaduan,
c. Ruang pendampmgan layanan prioritas ;
d. Toilet; '
e. Ruang menyusui;
3. Fasilitas disabilitas; ‘
a. Mushola;
b. Ruang tunggu;
¢. Ruang bermain anak'
d. Lahan parkir;
e. Ruang tim teknis;
f. Jaringan Wifi. .
B Kompetensi (1. Front Office harus berijazah SMA maupun D3 ataupun S1 yan
Pelaksanaan sederajat
2. Harus memiliki kemamp}ian mengoperasikan Computer/Paham)
IT :
3. Harus Eerijazah/Sergiﬁkat Pelatihan Bldang Pengembangan -
Penanaman Modal secara Berjenjang _
4. Mempunyai sertifikat. 0SS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko) |
10. | Prosedur,sis {1. Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik :
tem dan a. Bimbingan teknis PTSP; '
mekanisme b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office;
2. Memilikiskiﬂpengoperariansistem berbasis  informasi
teknologi (IT); ~ +» | |
3. Memiliki kemampuan 'menganalisis maksud dan tujuan

pelayanan melalui aplikasi dan peraturanperundang-
undangan. " - R, |

—_—
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g ~ Jumlah KT Petugas mformam, :
‘pelaksana | 2. Petugas loket pendaftaran / veriﬁkam berkas;
3. Petugas teknis; o
4. Petugas pencetak dan penerblt izin;
5. Petugas pencatatanlziny 4 -
6. Pejabat penandatanganén izin *
7. Petugas loket penyerahan izin;
12. | Pengawasan | Dilakukan oleh : ,Ter
Internal 1. Kepala DPM-PTSP KabuPaten ButonTengah;
2. Kepala Bidang Pelayanan Penapaman Modal Perizinan;
3. Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan Iklim
Penanaman Modal ;.
4, Kepala Bidang Pengendahan dan Pelaksanaan Penanaman
Modal; i - %2 : 5
5. Kepala Bidang Pengeluiaan Data dan Sistem Informasi
: Penanaman Modal. |
13. Jaminan 1. Keamanan produk duamm keashanya dengan adanya tanda |
keamanan tangan pejabat herwenang dan tanda barcode; -
dan 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanansangat di
keselamatan utamakan dan bebas dan pungutan-liar. :
pelayanan '
14. Evaluasi | 1. IKM (Indeks Kep:uasa_n Masyarakat] :
Kinerja | 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
Pelaksana | 3. Sistem Informasi Perizinan; ° .\
4, Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala;
5. Kotak saran dan kotak pengaduan.




STANDAR PELAYANAN SEKTOR INDUSTRI

No

Produk
Layanan

IZIN USAHA INDUSTRI

Persyaratan
Pelayanan

Surat permohonan hermaterai;
Nomor Induk Berusaha (NIB); ‘ ‘
Izin usaha dari OSS (Ondine Single Submission);
Notifikasi perijinan dan fasilitas dari 0SS (Online Single
Submiésion)
5. Fotokopi akta penchrl parubahan perusahaan jika berbadan
hukum; L
6. Persetujuan pemenuhan
SPPL/UKL- UPL/AMDAL;
* Persetujuan pemenuhan komitmen izin lokasi;
" Fotokopi peta lokasi dan denah bangunan;
9. Daftar sarana dan prasarana yang di gunakan dalam proses
produksi;
Fotokopi kartu tanda penduduk ( KT P);
Fotokopi NPWP;
12. Pas foto 4x6; .
13. Map snalhekter plastik

Dol o o

‘komitmen

® N

10.
1L

Sistem
mekanisme
dan prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan
komitmen izin melalui sistem  Oss.go.id atau langsung ke
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2. Pemohon menyetor berkas. permohonan persetujuan
pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk
pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima
berkas sebagai bukti pendaftaran izin ;

3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh
petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendam/
pertjmbangan teknis;

4, Penerbitan atau penolakan izin melalui Sicantik

cloud;

6. Pengambilan atau Penygrahan surat izin /surat penolakan
melalui petugas Front Office.

1A

Jangka Waktu
Pelayanan

b |

5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan)
Senin s.d Kamis 08:00 s.d 16,00 Wita
Jum’at 08:00 s.d 17.00 Wita

Biaya Tarif

Tidak ada biaya (Gratis)

Produk
Layanan

1. Penerbitan Nomor Induk (NIB).

2! Persetujuan Komitmen melalui Jzin 0SS,
3. Pembeian Bantuan layanan Sijempol

4, Pemberian peningkatan pelaku usaha melalui Blmtek yang

bekerja sama dengarr Kemitraan dan Perbankan
5. Perbitan Surat Permintaan Rekomenda51 Teknis oleh OPD
- Teknis
6. Surat-keterangan yang menerangkan dalam proses layanan |

i

L]

perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha




Penangananp
engaduan,sar
ana dan
masukn

w

- b. Mediasi

id Wak‘cu pelayanan aduan 3 (tiga) hari;

Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang |

ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Kab

Buton Tengah Jl Gersamata,Lakudo;

Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung vid;
Telepon : 082352058440 :

Fax : 5 »

SMS/WA :082352058440

Email:butengdpmptsp@gmail.com

Facebook : Buteng DPMPTSP *

Instagram : @buteng_dpmptsp

Twitter : @buteng dpmptsp

. Website :dpmptspbutontengah.com

Fo e o0 ot

Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan mastlkan
adalah: '
a. Verifikasi aduan

c. Koordinasi dan cek lokasi
d. Sanksi.

Dasar Hukum

10.

© Nomor , 67 /M-IND/ PER/6/2016

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik; )

Undang-undang’ Nomor 3. Tahun 2014 Tentang
Perindustrian; . .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemermtah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang
Usaha Industri; -

Peraturan Pemerintah Nomol‘ 142 Tahun 2015 Tentang
Kawasan Industri; -

Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2018 Tentang Pelayanan Psrlzman Berusaha Terintegritas
Secara Elektronik; s

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur. Negara Dan
Reformasi Birokrasi ‘Nomor 15 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Standar Pelayanan;, ’
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor81/M-
IND/PER/10/2014tentangperubahanperaturanmenteriperin
dustriannomor41/ M’INI:) /PER/6/2008Tentangketentuandan
tata cara daftar industri¥ _

Peraturan menteri dal_érp negeri 138 tahun 2017 tentang
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah;
Peraturan Menteri Pegindustrian Nomor 33 Tahun 2018
Tentang Perubahan Aﬁ:as Peraturan Menteri Perindustrian

TentangPedomanPeneriJitanTekms, Rekomendasi, Surat
Keterangan Dan Tanda Pendaftaran Dengan Sistem
Elektronik Di KementnanPer:iﬁdustrian;

k]




[11.

12.

Peraturan Mentert Perindustri'an ‘Nomor 30 Tahun 2019
tentang perubahan atas menteri perindustrian No 15 tahun '
2019 tentang pererbitan izin usaha industri dan izin

- perlugsan dalam kerangka pelayanan perizinan berusaha

terintegritas secara elektronik;

Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 28 Tahun 2021
Tentang Perubahan Peraturan Bupati Buton Tengah 'Nomor
24 Tentang Pendelegasmn Kewenanagan Pelayanan
Perizinan Maupun Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Permnan

Sarana dan
Prasarana
atau Fasilitas

M ET D@ ™Me AN gD

F@ me po T

Sarana: -
Kendaraan roda 2 dan roda 4;
Meja dan kursi; _
Komputer dan kelengkapan;
Aplikasi pelayanan;

Alat tulis kantor; *

Formulir ;

CCTV;

TV;

AG;

Loket Infarmam :
Nomor Antrian N on Elektromk
Buku registrasi;

m. Buku peraturan perundang-undangan.
Prasarana dan fasilitas:

Loket pelayanan; :
Ruang konsultasi dan pengaduan,
Ruang pendampmgan layanan prioritas ;
Toilet;

Ruang menyusui;

Fasilitas disabilitas;

Mushola;

. Ruang tunggu;

Ruang bermain anak;

a. Lahan parkir;

b. Ruang tim teknis;

c. Jdringan Wifi. .

Kompetensi
IPelaksanaan

Front Office harus ben]azah SMA maupun D3 ataupun S1 yang
sedera;at :

Harus ' mem:hkl
Computer/Paham IT"
Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan Bldang Pengembangan
Penanaman Modal secara Berjenjang

Mempunyai sertifikat 0SS yang sesuai RBA (Berbasis Remko]

- kémampuan mengoperasikan

10.

Prosedur,
sistem dan
mekanisme

e

Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik :
a. Bimbingan teknis PTSP
b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office




2. Memilikiskillpengoperasiansistem berbasis  informasi
tekn010g1 (IT);

3. Meniiliki kemampuan menganahsls maksud dan. tujuan
pelayanan melalui aplikasi dan peraturanperundang-
undangan.

11. | Jumlah 1. Petugas informasi; i
pelaksana 2. Petugas loket pendaftaran / veriﬁkasi berkas,

3: Petugas teknis; ¢

4. Petugas pencetak dan penerbit izin;

5. Petugas pencatatan Izin;

6. Pejabat penandatanganan izin;

7. Petugas loket penyerahan izin

12. |Pengawasan Dilakukan oleh :

Internal a. Kepala DPM-PTSP K‘abupaten Buton Tengah;

b. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan;

c. Kepala Bidang Kepala Bidang Pengernbanga'n Iklim
Penanaman Modal ; 2y ,

d. KepalaBidang Pengendahan dan Pelaksanaan Penanaman
Modal; y

e. Kepala Bidang Pengelok_an Data dan Sistem

f. Informasi Penanaman Modal. :

13. | Jaminankea 1. Keamanan produk dij#min- keashanya dengan adanya tanda
manan dan tangan pejabat berwentng dan tanda barcode, , l
keselamatan | 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanansangat di
pelayanan utaniakan dan bebas dari pungutan liar.:

14 | Evaluasi 1. IKM, (Indeks Kepuasan Masyarakat) ;

Kinerja 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
Pelaksana 3. Sistem Informasi Perizinan; %
' 4. Rapat Evaluasi yang dilaksanakari secara berkala;

5. Kotak saran dan kotak pengaduan,

!



STANDAR PELAYANAN SEKTOR PERHUBUNGAN

No-

Produk
Layanan

IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG

Persyaratan
Pelayanan

Surat permohonan bermaterai;’

quor Induk Berusaha (NIB);

Izin usaha dari 0SS. [On!me Single Submission);

Notifikasi perijinan dan fasilitas dati OSS (Online Single

Submission); :

5. Fotokopi akta pendm perubahan perusahaan jika berbadan
hukum.

6. Persetujuan
UPL/AMDAL;

7. Persetujuan pemenuhan komitmen izin lokasi;

Fotokopi peta lokasi dan denah bangunan;

9. Daftar sarana :‘dan prasarana  yang digunakan
dalam proses produksi; ' '

10. Fotokopi kartu tanda penduduk ( KTP );

11. Fotokopi NPWP;

17, Pas foto 4x6; ' b .

13, Map snalhekter plastik. : *

:PS*:'!\-‘!—‘

<'pe'menuhan komitmen SPPL/UKL—

o

Sistem
mekanisme dan
prosedur

1. Pemohon  mengajukan  permohonan persetujuan
pemenuhan komltmen izin .melalui sistem Oss.go.id atau
langsung ke Dinas~ Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan
pemenuhan komitmgn izin kepetugas Front Office untuk
pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima
berkas sebagai bukti pendaftaran izin ;

3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komltmen 1zm oleh
petugas  dan o gim- teknis  untuk diberikan
rekomendasi/pertimbangan teknis;

4. Penerbitan atau pendlakan izin melalui Sicantikcloud;

5. Pengambilan atau Penyerahgh surat izin /surat penolakan
melalui petugas Front Office. - ‘

Jangka Waktu
Pelayanan

5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan)
Senin s.d Kamis 08:00' S. d 15.30 Wita
Jum'at , 08:00:s.d 15.00 Wita

Biaya Tarif

Ada biaya/ retribusi sesuai peraturan daerah

Produk Layanan

1. Penerbitan Nomor Induk (NIB)

2. Persetujuan Komitmen melalui Izin OSS

3. Pembeian Bantian layanan Sijempol

4. Pemberian peningkatan pelaku usaha melalui BImtek yang
bekerja sama dengan Kemitraan dan Perbankan

5. Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD
Teknis

6. Surat keterangan yang menerangkan dalam proses layanan
perizinan bagi yang memerliukan Pelaku Usaha




LR )

é
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Penanganan

pengaduan,

sarana dan
masukn

1,

Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat
yang ditunjukan kepafda Kepala Dinas Penahaman Modal
PTSP Kab Buton Tengih J1 Gersamata Lakudo. .

Pengaduan, Saran dan: Masukan Secara Langsung via;

a. Telepon : 082352058440 :

. b. SMS/WA :082352058440

© F Twitter : @buteng dpmptsp ..

c. Efail :butengdpmptsp@gmail.co
d. Facebook : Buteng BPMPTSP
£. Iistagram ; @buter}‘g_dpmptsp

'g. Website dpmptspbuton’cengah com

Waktu pelayanan aduan 3 (tiga) hari;-

Tindak lanjut penanganan pengaduan saran dan masukan
adalah: & s

a. Verifikasi aduan < "

b. Mediasi

¢. Kdordinasi dan ceklokasz

d. Sanksi. i

Dasar Hukum

10.

11

Undang-Undang Ngmor 22 tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Angkutan Jalah;

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang
Pelayanan Publik;

" Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tetang
" Pemerintahan Daerah;

Peraturanpemermta.hNomﬂrMTahunZ{}M Tentang
Angkutan Ialan, o -' .
Peraturan Pemerlntah Republik Indonesia
Nomor33TahunZGlBTentangPenzmanBerusaha
Terintegritas Secara, Elektronik; '
Keputusan Mentgri . Nomor Nomor @ 69 Tahun
1993TentangPenyetenggaraanAngkutanBarangDi Jalan;
Peraturan Menteri ’Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Standar Pélayanan,

Peraturan MenterzI| Nomor 108 tahun 2017 Tentang
Angkutan Orang Dengan Kendaxaan Bermotor Umum
Tidak Dalam Proyek; ,

Peraturan Menteri I}alam Negeri 138 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Péiayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018

Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan { .

‘Berusaha Terintegrasi Sektor Perhubungan Dic Bidang

" Darat;

Peraturan Menteri Perhubungan Republi_k Indonesia
Nomor Pm 24 Tahun 2020 Tentang Integritas Perizinan
Berusaha Secara Elektronik Sektor Perhubungan;

Y

-
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12. Peraturan Bupati Budton: Téngah Nomor 28 Tahun 2021]
Tentang Perubahan, Peraturan Bupati Buton Tengah
Nomor 24 Tentang Pendelegasian Kewenanagan
Pelayanan Penzinan Maupun Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan.

Sarana dan
Prasarana atau
Fasilitas

1. Sarana: 3

3, Fasilitas disabilitas;

Kendaraan roda 2__.:dan roda 4;
Meja dan kursi; - -,
Komputer dan kelgzngkapan;
Aplikasi pelayanay;
Alat tulis kantor; }
Formulir; :
CCTV;
TV;
AC;
Loket Informasi;. -, _ ‘

Nomor Antrian Ndn Elektronik;
Buku registrasi;

m. Buku peraturan p'erundanguundangan.
Prasarana dan fasil 1tas

a. Loket pelayanan, -

b. Ruang konsultasi ﬁan pengaduan;

¢. Ruang pendampi ingan layanan prioritas;

d. Toilet; 4

e. Ruang menyusui; ,,

-lie g w mEw g e

~ERT oD@ Mo AR oD

a. Mushola; =
b. Ruang tunggu; !
‘Ruang bermain arfak;
Lahan parkir; &
Ruang tim teknis; :
Jaringan Wifi. - ":

® 0

=

Kompetensi
Pelaksanaan

1. Front Office harus bergazah SMA maupun D3 ataupun S1 yang
2. Harus memlhkl
3. Harus berijazali/Sertifikat Pelatihan Bldang Pengembangan

4. Mempunyai sertifikat OSS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko)

sederajat

bt '-‘J

kemampuan mengoperasikarﬂ
Computer/Paham IT *

Penanaman Modal sedgra Berjenjang

10.

Prosedur,
sistem dan
mekanisme

1. Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik :

2 Memﬂﬂcxslaﬂpengoperamansystemberbasm informasi

3. Memiliki kemampudn menganahsrs maksud dan tujuan

a. Bimbingan teknis: ‘PTSP; .
b. Bimbingan teknijs excellent Service bagi Front Office;|

teknologi (IT);

._Ipelayanan melalui :aphkam dan peraturanperundang-
. undangan.’ ;




FENE

Jumlah 1. Petugas informasi; .
pelaksana 2. Petugasloket pendaftaran / verifikasi berkas,
3. Petugas teknis;
4. : Petugas pencetak dan penerblt izin;
' 5 Petugas pencatatan Izin;
6. Pejabat penandatanganan i 1zm,
7. Petugas loket penyerahan izin.
: 44 Pengawasan Dilakukan oleh :
Internal 1. Kepdla DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah;
2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan;
3. Kepala Bidang ‘Kepala Bidang Pengembangan Iklim
Penanaman Modal; '
4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman
Modal;
5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan SistemInformasi
Penanaman Modal. - '
13. Jaminan 1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya tanda
keamanan dan " tangan pejabat berwenang dan tanda barcode;
keselamatan 2. Keselamatandan kenyamanan dalam pelayanan
pelayanan 3. sangat di utamakan dan bebas-dari pungutan Jiar.
14. | EvaluasiKinerja |1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ;
Pelaksana 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kmer]a Pemerintah;
3. Sistem Informasi Pemzman,
4, " Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala;
5. Kotak saran dan kotak pengadnan
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STANDAR PELAYANAN SEKTOR-KELAUTAN DAN PERIKANAN
. o : ;

No

Produk
Layanan

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

.
tr I

Persyaratan
Pelayanan

ol ol o

o

0N

Surat permohonan bermaterai;

Nomor Induk Berusaha (NIB);

Izin usaha dari 0SS gOane Single Submission);

Notifikasi perijman dan fasilitas dari 0SS (Online Single

Submission); .
- Fotokopi akta pendm / perubahan perusahaan
" berbadan hukum; it :
Fotokopi peta lokasi dan denah bangunan;
Fotokopi kartu tanda penduduk ( KTP )
Fotokopi NPWP; . . ‘
Pas foto 4x6; - : Lo '
Map snalhekter plastik.

jika

Sistem
mekanisme dan
prosedur

Pemohon mengalukan permohonan  persetujuan
pemenuhan komitmen izin melalui sistem Oss.go.id atau
langsung ke Dinas, Penahaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

Pemohon menyetor berkas permchonan persetujuan
pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk
pemeriksaan berka's permohonan, apabila lengkap dan
memenuhi persyarqtan, pemohon menerima tanda terima

© berkas sebagai bukti pendaftaran izin ;

. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh

petugas dan tim  teknis diberikan
rekomendasi/pertimbangan teknis;

Penerbitan atau pegolakan iZin melalui o0ss.go.id;
Pengambilan atau Penyerahan surat izin /surat penolakan

melalui petugas Front Office.

. untuk

Jangka Waktu
Pelayanan

5 (hari) Jam (kerja pelajianan)
Senin s.d Kamis :
Jum’at

08:00 s.d 15.30 Wita
08:00 s.d 15.00 Wita

Biaya Tarif

Ada biaya/ retribusi sesuai peraturan daerah

Produk Layanan

1
2
8
4

. Penerbitan Nomor Induk (NIB)
. Persetujuan Komitmen melalui Izin 0SS

Pembeian Bantuarn layanan Sijempol

. Pemberian peningkatan pelaku usaha melalui Blmtek yang

bekerja sama dengan Kemitraan dan Perbankan

Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis ole]; OPD
T_eknls

Surat keterangan yang menerangkan dalam proses layanan
perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha




. Pengaduan dapat dilakukan"_éecara tertulis melalui surat

| 6. Penanganan
pengaiuap, yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
" sarana dan Pelayanan Terpadu sdtu Pintu'Kabupaten Buton Tengah;
| masukn - . Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via;
| a. ‘Telepon : 082352058440 - :
b. SMS/WA :082352058440 : ¢
C. Email:bg;;gngqgmQtsp,@gmail.com
-d. Facebook : Buteng DPMPTSP
e. Instagram : @buteng dpmptsp :
f. Twitter: @buteng_dpniptsp
g. Website :dpmptspbutontengah.com
. Waktu pelayanan'aduan 3 (tiga) hari; |
. Tindak Ian]ut penanganan pengaduan, saran dan masukan |
adalah . :
a. Verifikasi aduan’
.b. Mediasi -
¢. Koordinasi dan cek lokasi
- " d. Sanksi. ’
T Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pelayanan
Publik;
. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tetang Perubahau
Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
Perikanan;
. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun, 2014Tentang
Pemerintahan Daerah;
. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 Tentang
Pembudidayaan Ikan,
. Peraturan Pemerintal® Repubhk Indonesia Nomor24 Tahun
2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Tennteglasx
Secara Elektronik; | . n
. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Standar Pelayanan, .
. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 67/
PERMEN-KP/2018 Teritang Usaha Pengolahanlkan.
8. Sarana dan .-Sarana: '
Prasarana atau a. Kendaraan roda?2 dan roda 4;
Fasilitas b. Meja dan kursi; .

c. Komputer dan kelengkapan;
d. Aplikasi pélayanan;
e. Alat tulis kantor;

f. Formulir; Y
g. CCTV; )
h. TV;

i ACG;

j. Loket Informasi;




P o
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k. Nomor Antrian Non Elektronik;
l. Buku registrasi;
m. Buku peraturartpemndang—undangan
Prasarana dan fasxhtas
a. Loket pelayanan,
b. Ruang konsultasi dan pengaduan; 5
8 Ruang pendampmgan layanan pnontas }
d. "Toilet; :
e. Ruang menyil__sni;;
Fasilitas disabilitas;’
Mushola; = - ,
Ruang tunggu;’
Ruang bermain anak;
Lahan parkir;
Ruang tim teknis;
f. Jaringan Wifi "',‘

P a0 oTp

Kompetensi
Pelaksanaan

Front Office harus bem azah SMA maupun D3 ataupun S1yang
sederajat ..
Harus memilik] kemampuan mengoi)érasikan
Computer/Paham IT ' '
Harus berijazah/ S&ri’ciﬁkat Pelatthan Bldang Pengembangan
Penanaman Modal sqcara Ber]en]ang ¥
Mempunyai sert:tﬁka.t 0SS yang sesuai RBA (Berbasm Remko) :

10.

Prosedur,
“sistem dan
mekanisme

Memaham1 tugas dan fungsi pelayanan pubhk yang baxk
a. Bimbingan tekms PTSP; :

'b. Bimbingan'teknis excellent Service ‘bagi Front Oﬁ‘fce, "
Memiliki skil .Ipengoperasian system berbasis IIIfOI‘IIlaSI -
teknologi (IT); . - ' #
Memiliki kemampuan menganalisis maksud dan tujuan
pelayanan melalm aplikasi. dan pératuran perunplang—
undangan. .

1%.

Jumlah
pelaksana

Pelaksa,naan pelayauan terdiri dari:

N o v W

Petugas informasi; r

Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas;
Petugas teknis; . j
Petugas pencetak dan penerbit izin;
Petugas pencatatanjlzin;

Pejabat penandatariganan izin;
Petugas loket penyerahan izin;

12.

Pengawasan
Internal

Dllakukan oleh :
1.
2.
3

~ Penanaman Modal. ™

Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah;
.-Kepa]aBidangPeIayﬁnanPenanamanModal Perizinan; _
Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan Iklim |
Penanaman Modal ; !
KepalaB1dangPengendaliandanPeiaksanaan Penanaman
Modal;

Kepa]andangPenge’iolaanDatadan SistemInformasi

3
I
g

. .;‘.{



5 : » "\"'_': %

" Jaminan 1. Keamanan produk dijamm keaslianya dengan adanya tanda *
keamanan dan tangan pe]aba’c berwenang dan tanda barcode;
keselamatan | 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanansangat di
‘pelayanan utamakan dan Beba$ dari puhgutan liar.
Evaluasi 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ; v
Kinerja 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
Pelaksana 3. Sistem Informasi Perizinan;
4, Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala,
5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

. "\, "’?.ﬁ‘ s
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STANDARPELAYANAN:

SEKTOR KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No Produk 1ZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM
T Layanan '
3 Persyaratan | 1. Surat permahonan bermateral,
Pelayanan | 2. Nomor Induk Berusaha (‘NIB)

3. Izin Usaha Dar1 0SS (Online Single Submission) . .

4. " Notifikasi Pen]‘inan Datn Fasihtas Dari 0SS [Onifne Single
Submission);- -

5. Fotokopi Akta Pendiri/ Perubahan Perusahaan Jika
Berbadan Hukum; §

6. Fotokopi Izasah Pendirian Bangunan/Surat Perjanjian Sewa
Menyewah Bangunan;

7.  Profil Koperasi;

8. Dokementasi Anggaran Da.sar Dan Anggaran Rumah Tangga
Koperasi; £ .

9. Fotokopl Surat * Buktl Penyetoran Modal Sekurang
Kurangnya Simpanan Pokok -

10. Fotokopi Berita Acara. Dan Daftar Hadir Rapat |

' Pembentukan Koperasi; ; |

11. Dokumen Rencana Awal Keglatan Usaha Koperam (Rencana -
3 Tahun); ;

12. Fotokopi Nomor* Pokok Wapb Pajak Atas Nama Koperasi;

13. Fotokopi Nomor Ef‘ekenmg Atas Nama Koperasi;

.14, SusunanPengusug’:DanPdngawasan(Struktur Organisasi) |
* Koperasi; gk

15. Daftar Riwayat Hidup Pengurus Dan Pengawasan Koperasi;

16. Fotokopi Kartu Zanda Penduduk (KTP) Pengurus Dan
Pengawas Koperasy

17. Fotokopi Denah Lapkasi -

18. Fotokopi Surat Izin Sebelumnya (Apabila Ada);

19. Pas Foto 4x6; -'.‘- . .

20. Map Snalhekter Plastik. ; g

2. Sistem 1. Pemohon menga]ukan permohonan persetujuan ,
mekanisme pemenuhan komitmen izin melalui sistem Oss.go.id atau
dan prosedur langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayananr

Terpadu Satu Plntp,

2. Pemohon menyétor berKas permohonan pepsetu]uan
pemenuhan kom@en izin’ k-epetugas Eront Ojj‘fce untuk
pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan
memenubhi persy;a(ratan, pemohon menerima tanda terima

- bérkas sebagai bukti pendaftaran izin ; _

3.- Pemrosesan persetu)uan pemenuhan komitmen izin oleh,
'‘petugas dan tlm tekms untuk diberikan rekémendasi/
pemmbangan tek

4, Penerbitan atau penolakan 1zin melalui 0ss.go.id;

5. PengambilanatauPenyerahan surat izin/surat penolakan
melalui petugas Frdnt Office. |



Eangka Waktu

. Pelayanan

5 (Han) Jam (kerja Pelayanan)
Senm s.d Karrus

08:00 s.d 16.00 Wita Jum'at :
08:00 s.d 17.00 Wita

Biaya Tarif"

Tidak ada bzaya [Gratls)

Produk Layanan

1
2
3.
4

. Penerbitan Nomor Induk [NIB]

. Persetujuan Komitmen melalui Izin 0SS

Pembeian Bantuan layanan Sijempol

. Pemberian pemngkatan pelaku usaha melalui’ Bimtek yang
bekerja sama dengan Kemitraan dan Perbankan

Perbitan Surat Permmtaan Rekomendasi Teknis oleh OPD
Teknis

Surat keterangan yang mener_a.ngkan dalam proses layanan
perizinan bagi yang memerlukar Pelaku Usaha

Penanganan
pengaduan,

. saranadan

4

masukn

™o oo TR

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat

yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
PTSP Kab Buton Tengah.

Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via;
Telepon : 082352058'441'0

SMS/WA :082352058440

Email: b;._ltengdpmgtsps gmail.com

Facebook : Buteng DPMPTSP

Instagram : @buteng_dpmptsp

Twitter : @bueng _dpmptsp

g. Website :dpmptspbutontengah.com

Waktu pelayanan aduan 3 (tiga) hari;

Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan
adalah ; h

a. Verifikasi aduan

b. Mediasi
c. Koordinasi dan cek 101{351
d. Sanksi.

—

7.

j

Dasar Hukum

'Undang- undang nomor 25 tahun 1992 tentang

perkoperasian;
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang

~ Pelayanan Publik;

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tetang
pemerintahan daerah;

Peraturan Pemerintah ' Nomor 4Tahun 1994 Tentang
persyaratan dan tatacara pengesahanakta pendirian dan
perubahan anggaran dasar koperasi; |

Peraturan Pemerintah - Nomor 9 tahun 1995 tentang
pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor24 Tahun
" 2018Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik; ;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

. Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Standar Pelayi-nan, . .

- A




10. Peraturan menteri kopesari dan usaha kecil dan menengan

11. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 28 Tahun 2021

Peraturan Menterl Dalair Negeri 138 Tahun- 2017 Tentang |

. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
Peraturan Menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah
nomor 9 tahun 2018 tantang penyelenggaraan dan
pembinaan koperasi;

nomer 05 tahun: 2019 tentang perubahan atas peraturan |
meri”ceri koperasi.dan usahia-kecil dan menengah nomor 11
tahun 2018 tentang perizinan usaha simpan pinjan
koperasi;

Tentang Perubahan Peratura}n Bupati Buton Tengah Nomor

24 Tentang Pendelegasian Kewenanagan Pelayanan

Perizinan Maupun Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
- Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan.

Sarana dan 1. 'Sarana:
Prasarana atau a. Kendaraan roda 2 dan ro da 4
Fasilitas b. Meja dan kursi;
c. Komputer dan kelengkapan,
d. Aplikasi pelayanan;
e. Alattulis kantor;
f. Formulir; ; '
g. CCTV;
h. TV; .
i, AG »
j. Loket Informasi; '
k. Nomor Antriari Non Elektronik;
. Buku registrasi}' .
m. Buku peraturan perundang-undangan.
2. Prasarana dan fasilitas:
a. Loket pelayanan;
b. Ruang konsultasi dan pengaduan;
c. Ruang pendampingan layanan prioritas ;
d. Toilet;
~ e. Ruang menyusui;
3. Fasilitas disabilitas; |
" a. Mushola;
b. Ruang tunggu;. —
c. Ruang bermain anak;
d. Lahan parkir;
e. Ruang tim teknis;
f. Jaringan Wifi. -
Kompetensi |1. Front Office harus berijazah SMA maupun D3 ataupun $1 yang
Pelaksanaan séderajat

Harus memiliki kemampuan mengoperasikan
Computer/Paham IT,




3.

Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan Bldang Pengembangan
Penanaman Modal secara Berjenjang

4. Mempunyai sertifikat OSS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko)

1 10. Prosedur, 1. Memahami tugas dan fungsi pelayananpublik yang baik :
sistem dan a. Bimbingan teknis PTSP; -
mekanisme b. mehmgan teknis excellent Service bagi Front Oﬁ‘?ce

2. Memilikiskill[pengoperasiansistem berbasis  informasi
teknologi (IT);
3. Memiliki kemampuan menganal151s maksud dantujuan
pelayanan melalui aplikasi dan peraturan perundang-
‘undarigan. . '
11. Jumlah Pelaksanaan pelayanan terdiri dari: -
pelaksana 1. Petugas mformaSL
2. Petugas loket pendaftaran / venﬁkam berkas;
3. Petugas teknis; _
4, Petugas pencetak dan penerbit izin;
5. Petugas pencatatan Izin;
6. Pejabat penandatanganan izin;
7. Petugas loket penyerahan izin.
12. |Pengawasan Dilakukan oleh :
Internal 1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah; ,
2 Ke_paia Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan; i_ .
3. Kepala Bidang  Kepala Bidang Pengembangan Iklim
Penanaman Modal; © . @
4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman
Modal; N '
5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan SistemInformasi
Penanaman Modal;
13. Jaminan | 1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya tanda
keamanan dan tangan pejabat berwenang dan tanda barcode;
keselamatan | 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanansangat di
pelayanan utamakan dan beha's" dari pungutan liar.
14, Evaluasi 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ;
Kinerja 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
Pelaksana 3. Sistem Informasi Perizinan;-
4, Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala;
5. Kotak saran dan kotak pengaduan.




STANDAR PELAYANAN SEKTOR INDUSTRI

N S IZIN USAHA :
0 raciitayanan DEPOT AIR MINUMAN DAN ISI ULANG
1. Surat permohonan bermaterai;

Persyaratan Pelayanan .

> 0 pa. ==

Nomor Induk Berusaha (NIB);
1zin Usaha Dari 0SS (Online Single § ubmrsszon]
Notifikasi Perijinan Dan Fasilitas Dari OSS {Online
Single Submission);
5. Fotokopi Akta Pendiri/Perubahan
Perusahaan Jika Berbadan Hukum;

6. Persetujuan pemenuhan komitmen

' SPPL/UKP- UPL/AMDAL;
7. Persetujuan penemuan izin lokasi;
8. Fotokopi peta dan dena bangunan;
9. Daftar.sarana dan prasaranayang

digunakan dalam proses produksi;

10. Fotokopi sertifikat baik higienis pangan; -
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); *

12. Fotokopy NPWP; N

13. Pas Foto 4x6; .
14. Map Snalhekter Plastik.

Sistem mekanisme dan
prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan

pemenuhan komitmen izin melalui sistem Oss.go.id
atau langsung ke Dinas Penanaman Medal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan

pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office
untuk pemeriksaan berkas permohonan,apabila
lengkap , dan memenuhi persyaratan,pemohon
menerima tanda terima berkas sebagal‘ bukti
pendaﬁ:ar‘an izin; -

3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin

oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan
rekomendasi/pertimbangan teknis;

4. Penerbitan atati periolakan izin melalui Oss.go.id;
'S, Pengambilan atau Penyerahan surat izin /surat

penolakan melalui petugas Front Office.

jangka Waktu
Pelayanan

5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan)
Senin s.d Kamis : 08:00 s.d 15.30 Wita
Jum’at : 08:00 s.d 15.00 Wita

Biaya Tarif

Tidak ada biaya (Gratis)

Produk Layanan

g

1. Penerbitan Nomor Induk (NIB)

2. Persetujuan Komitmen melalui Izin 0SS

3.

4. Pemberian peningkatan pelaku usaha melalui Bimtek

Pemberian Bantuan layanan Sijempol |

yang bekerja sama dengan Kemitraan dan Perbankan
Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Tekms oleh
OPD Teknis




-

”

6, Sura’c' keterangan yang menerangkan cialam 'proses_P
layanan perizina‘n bagi yang memerlukan Pelaku

Usaha’
Penangananpengaduan, | 1. Pengaduan dapat dllakukan secara tertulis melalm
sarana dan masukn : surat yang ditunjukan kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal PTSP Kab Buton Tengah ;
2. Pengaduan, Saran dan MasuKan Secara Langsung via;
Telepon : 082352058440 .
SMS/WA :082352058440
Email:butengdpmpt
Facebook : Buteng DPMPTSP
Instagram : @buteng_dpmptsp
Twitter : @buteng dpmptsp
g. Website :dpmptspbutontengah.com
Waktu pelayanan aduan 3 (tiga) hari;
4, Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan
masukan adalah :
a. .Verifikasi aduan .
b. Mediasi
c. Koordinasi dan cek lokasi
d. Sanksi. '

;e oan o

g

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik;

2. Undang - undang Nomor 3 Tahun 2014- Tentang
Perindustrian;

3. Undang.- Undang Nomor 23 Tahun 2014- Tentang .
Pemerintahan Daerah; _'

4. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015
Tentang Usaha Industri;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015

i Tentang Kawasan Industri;

6. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia
Nomor24Tahun2018TentangPelayananPerizinan
Berusaha Terintegritas Secara Elektronik;-

7. Peraturan Menterl Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M - |

' IND/PER/lU/ZOH tentang perubahan peraturan

menteriperindustrian nomor41/M-
IND/PER/6/2008 Tentang ketentuan dan tata cara
daftar industri;

9. Peraturan menteri dalam negeri 138 tahun 2017
tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu
pintu daerah; . .

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun
2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 67/M-IND/ PER/6/2016




£ I

12.

TentangPedoman Penerbitan Teknis,
Rekomendasi, Surat Keterangan Dan Tanda
pendaftaran dengan system " elektronik
dikementrian perindustrian;

Peraturan menteri peridustrian nomor 30 tahun
2019 tentang perubéhan atas menteri perindustrian
nomor 15 tahn 2019 tentang penerbitan izin usaha
industri dan izin perluasan dalam kerangka
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik ; :
Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 28 Tahun
2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Buton
Tengah’ Nomor 24 Tentang Pendelegasian
Kewenanagan - Peldyanan Perizinan Maupun Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modaldan Pelayanan Perizinan. L

Sarana dan Prasarana
atau Fasilitas

i

Sarana:

Kendaraan roda 2 dan roda 4;

Meja dan kursi;

Komputer dan kelengkapan;

Aplikasi pelayanan;

Alat tulis kantor,

Formulir ;

CCTV; .

TV;

AC;

Loket Informasi; '
Nomor Antrian Non Elektronik; s
Buku f‘egis;irasif ' s
m. Buku peraturan perundang-undangan;

SR PR Me pe T

2. Prasarana dan fasﬂ}tas

a. Loket pelayanan;; ; .
b. Ruang konsultasi dan pengaduan;

c. Ruang pendzim;;ingan layanan prioritas ;
d. Toilet; .

e. Ruangmenyusui;

3. Fasilitas disabilitas;

a. Mushola; ‘

b. Ruang tunggu; *

c. Ruangbermain anak;
d. Lahan'parker

e. Ruang tim teknis;
Jaringan Wifi.

h

Prosedur, sistem dan
mekanisme

Memahanu tugas dan fungsi pelayanan publik yang
baik :

a. Bimbingan tekms PTSP;

b. Bimbingan teknis exceHent Service bagx Front

Office;




STANDAR PELAYANAN SEKTOR PERDAGAN GAN

Produk

IZIN USAHA PERDAGAN GAN.
Layal;an
L Persyaratan 1. Surat permohonan bermateral
Pelayanan 2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
' 3. Izin Usaha Dari 0SS (Online SmgIe .S'abmzsszon),
4. Notifikasi Perijinan Dan Fasilitas Dar1 0SS (Online Single
Submission);
5. Fotokopi Akta. Pendiri/ Perubihan Perusahaan Jika
Berbadan Hukum;
6. Fotokopi peta dan dena bangunan; b
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Ktp);
8. Fotokopy NPWP;
9. Pas Foto 4x6; ' ' .
10. Map Snalhekter Plastik. '
Persyaratan sesuai bidang usaha
A. Untuk toko swalayan;
1. Yang berdiri sendiri
; a. Memiliki hasil’ analis kondisi- sosial ekonomi
masyarakat (kecuali untuk minimarket)
. b. Memiliki rencana _k-émitraan' dengan usaha mikro ]
dan usahakecil |
. C Memlhkl surat -izin lokasi dari instansi yang
berwenang bagi daerah yang belum memillki tata
1 cara ruang wilayah

2. Untuk bidang usaha toko swalayan yang terintegrasi
dengan pusat perbelanjaan atau bangunan/ kawasan
lain o
a. Memiliki hasil analisis kondisi ekonomi

masyarakat (kecuali untuk minimarket)
b. Memiliki rencana’ kemitraan dengan usaha mikro
; dan usaha kecil
; ¢. Memiliki surat izm usaha lokasi perbelan]aan atau
L izin bangunan atau kawasan lainnya tempat
berdirinya took swalayan }
B. Untuk toko pusat perbelanjaan;

1. Memiliki hasil analisis’kondisi ekonomi masyarﬁkat

2. Memiliki rencana kemxtraan dengan usaha mikro atau
usaha kegcil - :

3. Memiliki surat iZil}' lokai dari instansi yangberwenang
bagi daerdh yang belum memiliki rencana detail tata
ruang wilayah

2 Sistem 1. Pemohon  mengajukan  permohonan  persetujuan
mekanisme dan pemenuhan komitmen. izin 'melalui sistem Ossgo.id atau
prosedur langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu; '

2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan A
pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk




g

pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan
memenuhi_persyaratan, pemohon menerima tanda terima
berkas sebagai bukti pendaftaran izin ; i
Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh
petugas dan tim teknis untuk diberikan
rekomendasi/pertimbangan teknis;

Penerbitan atau penolakan izin melalui oss.go.id;
Pengambilan atau Penyerahan surat izin /surat penolakan |
melalui petugas Front Office.

Jangka Waktu
2 Pelayanan

5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan)
Senin s.d Kamis

08:00 s.d 15.30 Wita Jum’at
108:00 s.d 15.00 Wita

Biaya Tarif

Tiddk ada biaya (Gratis)

Produk Layanan

1. Penerbitan Nomor Induk (NIB)

2. Persetujuan Komitmen melalui Izin 0SS

3.

4. Pemberian peningkatan pelaku usaha melalui BIimtek yang

Pembeian Bantuan layanan Sijempol

bekerja sama dengan Kemitraan dan Perbankan

Perbitan Surat'Permintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD
Teknis

Surat keterangan yang menerangkan dalam proses layanan
perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha

Penanganan
pengaduan,
sarana dan
masukn

Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat

_yang ditunjukan kepada.Kepala Dinas Penanaman Modal

PTSP Kab. Buton Tengah;

Pengaduan, Saran dan Méstlkan Secara Langsung via;

, Telepon : 082352058440 :
SMS/WA :082352058440 |
Email :butengdpmptsp@gmail.com

. Facebook : Buteng DPMPTSP
Instagram : @buteng_dpmptsp.
Twitter : @buteng_dpmp‘tsp

g. Website :dpmptspbutontengah.com

Waktu pelayanan aduan 3 (tiga) hari;

Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan

adalah : ;

a. Verifikasi aduan

b. Mediasi,

c. Koordinasi dan cek lokasi

d. Sanksi.

™ o@ep 0 T B

Dasar Hukum

. Undang-undang Nomor

. Undang -

. Peraturan

25 Tahun 2009Tentang
Pelayanan Publik; ’
undang Nomor 7Tahun 2014 Tentang

Perdagangan; |

. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah;
Pemerintah Republik Indonesia
Nomor24Tahun2018TentangPelayananPerizinan




Berusaha Terintegritas Seggr'a’_Elektronﬂc;

. Pératuran Mé‘nt’eri' Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Réformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M -

DAG/PER/9/2013 ‘tentang
perubahanperaturanmenteriperdagangannomor 70/M-
DAG/PER/12/2013 Tentang pedoman penataan dan
pembinaan pasar;

. Peraturan menteri dalam negeri 138 tahun 2017 tentang

penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah;

. Peraturan menteri perdagangan republik Indonesia nomor

64 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri
perdagangan nomor 8 tahun 2020 tentang pélayanan
perizinan berusahatenntegr351 secara eletronik dl bidang
perdagangan; ‘ :

. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 28 Tahun 2021

Tentang Perubahan Peraturan Bupati Buton Tengah
Nomor 24 Tentang Pendelegasian Kewenanagan
Pelayanan Perizinan ‘Maupun Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan.

Sarana dan
Prasarana atau
Fasilitas

. Sarana;

Kendaraan roda 2 dan roda 4;
Meja dan kursi;
Komputer dan kelengkapan;
Aplikasi pelayanan;
Alat tulis kantor;
Formulir;
ccTv;
TV;
AC; .
_ Loket Informasi;
Nomor Ahtrian Non Elektronik;
Buku re'é'istrasi;
m. Buku peraturan perundang-undangan.
Praéarana dan fasilitas: -
Loket pelayanan;
Ruang konsultasi dan pengaduan,
Ruang pendampingan layanan prioritas ;
Toilet;
Ruang menyusui ;
Fasilitas disabilitas;
Mushola;
. Ruang tunggu;

IRy EFR PR PR

PRP R

. Lahan parkir;
. Ruang tim teknis;
. Jaringan Wifi.

a.
b

. . ¢ Ruangbermain anak;
d -
e
f.




5

i

9.

1. Front Office hdrus bér‘ijallzah-~‘SMA maupun D3 ataupun S1

Kompetensi
Pelaksanaan yang sederajat ) _ )
2. Harus memiliki . - kemampuan mengoperasikan|
Computer/Paham IT ¢
3. Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan Bldang Pengembangan
Penanaman Modal secara Berjenjang
- 4. Mempunyai sertifikat OSS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko)
10. Prosedur, 1. Memahami tugas dan fungsi pelayanan pubhcyang baik :
systemdan a. Bimbingan teknis PTSP;
mekanisme b. Bimbingan teknis.excellent Service bagi Front Office;
e ;Memll1k15k1l1pengoperas’1an51stem berbasis informasi
teknologi (IT); o i'
d. Memiliki kemampuan menganalisis maksud “dantujuan
pelayanan melalui aphkasz dan peraturan perundang-
undangan.’
11. | Jumlah pelaksana | Pelaksanaan pelayanan terdiri dari:
a. Petugas informasi;
b. Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas;
c. Petugas teknis;
d. Petugas pencetak dan penerbit i mn,
e. Petugas pencatatan Izin;
f. Pejabat penandatanganan izin;
i- g. Petugas loket penyerahan izin;
[ 12. Pengawasan Dilakukan oleh
Internal 1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah;
2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan;
3. Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan Iklim
Penanaman Modal ; .
4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman
Modal; Lo
5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Penanaman Modal.
13. Jaminan 1. Keamanan produk dijamin Keaslianya dengan ladanya
keamanan dan tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode;
keselamatan 2. Keselamatan dan Kényamanan dalam pelayanansangat di
pelayanan utamakan dan bebas dari pungutan liar.
14. | EvaluasiKinerja | 1., IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ;
Pelaksana 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
3. Sistem ]nformasx Permnan,
4. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala,
5. Kotak saran dan kotak pengaduan.




STANDAR PELAYANAN SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP

No ki IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
; Layanan 5 o .
1 Persyaratan |1. Surat permohonan bermaterai; .
Pelayanan 2 Nomnr Induk Berusaha (NIB); .

3. Izin Ysaha dari 0SS (Online Single Submission);

4, Notifikasi Perijinan dan Fasﬂltas Dari OSS (Online Single
Submission);

5. Peryataan pemenuhan kormtmen yang ditanda tangani
paling rendah setmgkat manajer yang membidangi urusan
lingkungan; -

6. Dokumentasi teknis sesuaxdengan kegxatan pembuangan
dan / pemanfaatan air limbah yang dimohonkan;

a. Kegiatan pembuangan air limbah kepermukaan terdiri
atas: . . '

1) Kajian pembuangan air limbah ke air permukaan

2) Informasi mengenai tata letak industri keseluruhan
dan penandaan unit yang berkaitan dengan

e pengelolaati air limbah
3} Neraca air dan air limbah yang menggambarkan

keseluruhdn sistem yang herkaitan ‘dengan
pengelolaan air limbah '

4) Informasi mengenai deskripsi sistem IPAL

5) Informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan
pengelo}aan air hmbah

6) Informasi uraian penanganan kOl‘ldlSl darurat
pencemaran air '

7) Prosedur opérasi standar tangkap [PAL

8) Pakta integritas .

b. Kegiatan pembuangan air limbah kelaut terdiri atas:

1) Kajian pemhuangan ajr limbahkelaut

2) Informasi mengenal tata letak industri keseluruhan

. dan penandaan unit yang berkaitan = dengan
pengelolaan air limbah

3) Neraca air menggdmbarkan Kkeseluruhan sistem
pengelolaan air limbah

4) Informasi mengenai deskripsi dari sistem
pengelolaan IPAL

5) Informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan |

dalam pengelolaan ajr limbah
6) Informasi mengenai darurat pencemaran air 1aut
7) Prosedur operasional standar tangkap darurat IPAL
8) Pakta integrasi _
c. Pemanfaatan air limbah secara aplikasi ke tanah terdiri
a?:és: S ! 8,
1) Informasi mengenai produksi .
2) Neraca massa air dan air limbah
3) Rencana pengelolaan air. limbah




4) Zona hngkungan pemanfaatan air limbah ke tanah
5) . Pakta integritas

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [KTP)

Pas Foto 4x6;

Map Snalhekter Plastik.

Sistem
mekanisme dan
prosedur

o o N

Pemlohon  mengajukan . . permohonan  persetujuan
pemenuhan komitmen izin melalui sistem 0ss.go.id atau
langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pmtu,

Pemohon menyetor berkas permochonan

persetujuan pemenuhan komitmen izin kepetugas Front
Office untuk pemenksaan berkas permohonan, apabila
'lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima
tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin; -
Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh
petugas dan tim teknis untuk dlbenkan rekomendasi/
perumbangan teknis;

Penerbitan atau penolakan izin mela,lul Slcantlkdaud

Pengambilan atau Penyerahan surat izin /surat penolakan

melalui petugas Front Office.

Jangka Waktu
Pelayanan

5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan)
Senins.d Kamis : 08:00 s.d 15, .30 Wlta
Jum’at : 08 00 s.d 15.00 Wita

|
|
|
|

Biaya Tarif

Tidak ada biaya (Grat;s]

Produk Layanan

g =

Penerbitan Nomor Induk {NIBJ

Persetujuan Komltmen melalui Izin 0SS

Perbitan Surat Permmtaan Rekomendasi Teknis oleh OPD
Teknis

Surat keterangan yang menerangkan dalam pmses layanan
perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha

Penanganan

pengaduan,

sarana dan
masukn

Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat
yang ditunjukan I(epada Kepala Dinas; Penanaman Modal
PTSP Kab. Buton Tengah' :

Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via; |
Telepon - ;

SMS/WA :082352058440
Email:butengdpmptsp@gmail.com

Facebook : Buteng DPMPTSP

Instagram : @buteng dpmptsp

Twitter : @buteng dpmptsp

Website :dpmptspbutontengah.com

Waktu pelayanan aduan 3 (tiga) hari;

Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan
adalah:

a. Verifikasi aduan

b. Mediasi -

c. Koordinasi dan cek 1okasz

d. Sanks1

@ me e o

i
.



Dasar Hukum

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan |

Publik;

. Undang - undang nomor 32 tahun 2009 tentang

perlindungan dan pengélolaan lingkungan hidup;

. Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang

pemerintahan daerah Peraturan pemerintah nomor 27
tahun 2012 tentang izin lingkungan;

. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 24—_'

tahun 2018 tetang pelayanan perizinan berusaha secara
elektronik; ' ¢

. Peraturan menteri péndayagunaan aparatur negara dan |

reformasi birokrasi nornor 15 tahun 2014 tentang pedoman
standar pelayanan

. Peraturan menteti dalam negeri nomor 138 tahun 2017

tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu ointu
daerah; ’

. Peraturan menteri lingkungan lingkungan hudup dan

kehutanan nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 |
tentang perubahan atas peraturan menteri lingkungan
hidup dan .+ kehutanan nomor
P.22/MENLHK/SET]JEN/KUM.1/7/2018 Tentang norma,
standar, prosedur, dan Kriterian pelayanan perizinan
terintegrasi .secara eletronik lingkungan kementrian
lingkungan hldup dan kehutanan;

. Peraturan menteri lmgkurigan hidup dan kehutanan nomor

P,102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Tata
Cara Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik;

. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 28 Tahun 2021

Tentang Perubahan Pera\tman Bupati Buton Tengah Nomor
24 Tentang Pendelegasian Kewenanagan Pelgyanan
Perizinan Maupun Non Perizinan Kepada Kepala. Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;

g o -

SaranadanPrasa
rana atau
Fasilitas

S R

. Sarana:

Kendaraan roda 2 dan roda 4;

Meja dan kursi;

Komputer dan kelengkapan;

Aplikasi pelayanan;

Alat tulis kantor;

Formulir;

CCTV;

TV;

AG; . .
Loket Informasi; : !
Nomor Antrian Non Elektromk

l.  Buku registrasi;

m. Buku peraturan perundang-undangan.

B e P P

. Prasarana dan fasilitas:
a. Loket pelayanan;




ok

b. Ruang konsultasi dan penggduaﬁ; :
¢ Ruang pendan'ipingan laﬁ}anan prioritas ;
d. Toilet; :

e. Ruang menyusui;

3. Fasiliﬁas disabilitas;

a. Mushola; ’

b. Ruang tunggu;

c. Ruang bermaln anak;
d. Lahan parkir;

e. Ruang tim teknis;

f. Jaringan Wifi.

P

Kompetensi
Pelaksanaan

Front Ofﬁce harus berijazah SMA maupun D3 ataupun 51
yang sedera}at 2

. Harus memlhki | -kemampuan mengoperasikan
Computer/Paham IT ) | | 3

Hatus berijazah/Sertifikat -Pelatihahn' Bldang Pengembangan

Penanaman Modal secara Berjenjang

4. Mempunyai sertifikat OSS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko)

{ 10.

Prosedur,
sistem dan
mekanisme

1. Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik:
a. Bimbingan teknis PTSP;
b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office ;

2. Memililcisldﬂpengoperasiahsistem berbasis informasi
teknologi (IT);

3. Memiliki kemampuan menganalisis maksud dan tujuan
pelayanan melalui aplikasi dan peraturanperundang-

undangan.

413

Jumlah
pelaksana

Pelaksanaan pelat'yanﬁn tefdi'i'i dari:

a. Petugas mforma31

b. Petugas loket pendaftarqn / verifikasi berkas,
c Pg}:ugas teknis '

d. Petugas pence{:ak dan penerbif izin

e. Petugas pencatatan Izin

f. Pejabat penandatanganan izin

g Petugas loket penyerahan izin,

12.

Pengawasan
Internal

Dilakukan oleh :

1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah;
2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perlzmam




s A Keiaala Bidang Kepala -Bidang ' Pengembangan IKklim
Peénanaman Modal; -
" 4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman
Mpdal; : '
N, Kepa]a Bidang Pengelolaan Data dan SistemInformasi
Penanaman Modal. _
13. Jaminan 1. Keamanan pré)duk dijamin keaslianya dengan adanya tanda
keamanan dan tangan pejabat berwenang dan tanda barcode;
keselamatan _
B — 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanansangat di
- utamakan dan bebas dari pungutan liar.
14. Evaluasi IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ;
Kinerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
Pelaksana

P e

Sistem Informasi Perizinan;
Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala;
Kotak saran dankotak pengaduan. .




STANDAR PELAYANAN SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP

IZIN OPERASIONAL PENGELOIAAN LIMBAH BAHAN

No ; r;adn“:; BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)UNTUK
PENGHASIL
1. Persyaratan 1. Surat permohonan bermaterai;
Pelayanan 2. Nomor Induk Berusaha '(NIB],
3. Izin Usaha Dari 0SS [Onlme Single Submission);
4, Izin KOMERSIL/ operaslonal DARI 0SS (Online Smgle
Submission);
5. Notifikasi Perijinan Dan Fasﬂltas Dari OSS (Online Single
Submission);
6. lzin Lingkungan yang Telah Memenuhi Komitmen Dan
Berlaku Efektif Dari 0SS (Online Single Submission);
7. Peryataan Pemenuhan Komitmen Y'ang Ditanda Tangani
Paling Rendah Setingkat Manajer Yang Membidangi
Urusan Lingkungan; 3
8. Dokumentasi Teknis Meliputi :
a. Keterangan Tentang Lokasi;
b. Jenis Limbah B3 Yang dikelolah;
c. Sumber, Karakteristik Dan Kode Limbah B3 yang Di
Kelola;
d. Lay Out Dan Desain Kontruksi Lokasi Dan / Bangunan
Pengelolaan Limbah B3;
e. Uji Kualitas Lingkungan;
f. Uraian Pengelolaan Ljmbah B3 Yang Dilengkapi
‘Dengan Keterangan Dalam Bentuk Narasi;
g. Diagram Alir Proses Pengelolaan Air Limbah B3 Yang
' Dilengkapi Dengan Ketérsangan Dalam bentuk narasi;
: hi Jenis Dan Spemﬁkam Pengelolan Limbah B3 ;
i. Fasilitas Pengendahan Pencemaran Apabila
Menghasilkan Polutan Pencemaran Lingkungan;
j. Perlengkapan Sistem Tangkap Darurat;
k. Tata Letak Saiuran Drainase Untuk Menyimpan lebah
B3 Fase Cair; * .
. Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup
m. Laboratorium Analisis Dan/ Atau Alat Analis Limbah
B3 ; .
n. Laporan Realisasi Kégiatan Pengelolaan Limbah Bé
o. Izin Pengelolaan Limbah B3 Yang Dimiliki;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
10. Pas Foto 4x6;
11. Map Snalhekter Plastik.
2. Sistem 1. Pemochon menga]ukan permohonan  persetujuan
mekanisme dan pemenuhan komitmen izin melalui sistem Ossgo.id atau
prosedur '

langsung ke-:Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;




2. Pemohon menyeftor berkas permohonan persetu}uan
pemenuhan komltmen izin kepetugas Front Oﬁ‘ice untuk
pemenksaan berkas permt}honan, apabila lengkap dan
memenuhi persyaratan pemohon menenma tanda;terima
berkas sebagai bukti pendaftaran izin ;

3. Pemrosesan persétujuan peméhuhan .,komitmen izin oleh
petugas dan tim ’I"ceknis'_ untuk diberikan rekomendasi/
pertimbangan teknis;

4. Penerbitan atau penolakan izin melalui o0ss.go.id;

5. Pengambilan atau Penyefahan surat izin /surat penolakan

' melalui petugas Front Office.
Jangka Waktu 5 (Hari) Jam (kerja Peiayanan]
Pelayanan Senins.d Kamis : 08:00s.d i5._30 Wita

Jum’at : 08:00 s.d 15.00 Wita

Biaya Tarif Tidak ada biaya (Gratis)
Produk Layanan- 1. Penerbitan Nomor Induk (NIB) ;

2. Persetujuan Komitmen melalui Izin OSS'

3. Pembeian Bantuan layanan Sl]emp ol

4. Pemberian peninglzzatan pelaku usaha melalui BiImtek yang

~ bekerja sama dengan Kémitra{an dan Perbankan

5. Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD

Teknis ‘ -
6. Surat keterangan yang mengrangkan dalam proses Iaj{anan
| perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha
Penanganan 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat
pengaduan, | yahg ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
sarana dan . _
N PTSP Kab. Buton Tengah; = ¥4

.Pengaduan, Saran.dan Masukan Secara Langsungma
a. 'Telepon .

b. '‘SMS/WA :082352058440 :

c. Email ‘bufengdpmptsp@gmail.com

L

d. . Facebook : Buteng DPMPTSP

e "'Instagram - @buteng_d.pmptsp

f. Twitter : @buteng dpmptsp

g Website :dpmptspbutontengah.com

|

Waktu pelayanan aduan 3 (tiga) hari; -
Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan
adalah: ' :

=




a:

Verifikasi aduan

b. Mediasi

c. Koordinasi dan cek lokasi Sanksi.

Dasar Hukum

10.

s

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik;

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang |.
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang- Undal‘_hg Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah- Nomor 27 Tahun 2012 Tentang
Izin Lingkungan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tetang
Pengeloaan Limbah Berbahaya Dan Beracun;

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2018 Tentang Pelayanaan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Menteri Pepdayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menreri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah; .
Peraturan Menteri ngkungan deup Kehutanannomor
P95/ MENLHK/

SETJEN/KUM.1/11/2 018TentangPerizinan Pengelolaan
Limbah Berbahaya Dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin
Lingkungan - Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan nomor
P.5/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/1/2020 Tentang
Pérubahan Atas Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Nomor P.22/ MENLHK/
SETJEN/KUM.1/7/2018.  Tentang Norma,
Standar, Prosedur, Dan Kriterian Pelayanan Perizinan
Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementrian
Lingkuan Hudup Dan Kehutanan; -
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomor P. 12/MENLHK /SETJEN/ PLB.3/5/2020 Tentang
penyimpanan hmbah berbahaya dan beracun, |

Sarana dan

Prasarana atau .

Fasilitas

1. Sarana:
a. Kendaraan roda 2 dan roda 4;

. Meja dan kursi;

b
¢. Komputer dan kelengkapap;
d.

P

- Aplikasi pelayanan; -
Alat tulis khntor;

Formulir;




g. CCTV;

h. TV;

i, . AG;

j. LoketInformasi; -

k. Nomor Antriéln Non'EIektmnik;

1,'_ Buku registrasi;

rrnl. Buku peraturan perundang-undangan.
2. Prasarana dan fasilitas: '

Loket pelayanan;

o P

" Ruang kensultasi dan pengaduan;
Ruang pendampingan layanan prioritas;
“Toilet;

a0

®

Ruang menyusui ;
Fasilitas disabilitas;
Mushola;

Ruang tunggu;

L2}

5 @

[—

" Ruang bermain anak;
j» Lahan parkir;

k. Ruang tim teknis;

l. ' Jaringan Wifi.

9, Kompetensi  {1. Front Office harus beriiaze;h SMA maupun D3 ataupun S1 :
Pelaksanaan yang sederajat '
2. Harus memiliki kemampuan mengoperasika;
Computer/Paham IT
3. Harus berijazah/Sertifikat Peiﬁﬁhan Bldang Pengembangan
Penanaman Modal secara Berjenjang |
4.. Mempunyai sertifikat 0SS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko)
10. | Prosedur, sistem | 1. Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik :
dan mekanisme | * Bimhingan teknis PTSP )
b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office ‘
2. Memilildskillbengoperasiansistem berbasis informasi
teknologi (IT); ' - _b
3. Memiliki kemampuan menganalisis maksud dan tujuan
pelayanan melalui apiikasi dan peraturainperundang—
undangan. ' '
Jumlah pelaksana | Pelaksanaan pelayanan terdiri dari:

1%L

1. Petugas informasi;




. Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas;

2
3. Petugas teknis; * o
4. Petugas pencetak dan penerbitizin;,
5. Petugas pencatatan Izin;
6. Pejabat penandatahganan izin;
7. Petugas loket penyéerahan _iiin.
“12. Pengawasan Dilakukan oleh : : _
Internal 1. Kepala DPM-PTSP Kabupéten Buton Tengah;
2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan;
3. Kepala Bidang _I.Kepala Bidang Pengembangaﬁ Iklim
Penanaman Modal ;
4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman
Modal; ;
5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sist'em Informasi
Penanaman Modal.
13. Jaminan 1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya
keamanan dan tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode;
keselamatan ; i
pelayanan 2. Kesélamatan Qan, kenyamanan dalam pelayanansangat di
_ utamakan dan bebas dari pungutan liar.
.14, | EvaluasiKinerja | 1. IKM (Indeks Képuasan Masyarakat) ;
' Pelaksana 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
3. Sistem InformasiPerizinan;
4. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala;
5,

Kotak saran dan Kotak pengaduan.




STANDAR PELAYANAN SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP

No

Produk
Layanan

" IZIN LINGKUNGAN

Persyaratan
Pelayanan

Surat permohonan bermaterai;

SURAT KETERANGAN RENCANA 'KABUPATEN (SKRK)
OLEH dinas PU dan penataan ruang

Dokemen UKP-UPL/AMDAL

Nomor Induk Berusaha (NIB);

Fotokop: Pers-etujuan Prinsip;

Fotokopi Dokumen Kepernilikan Tanah

Fotokopi Akta Pendman/Perubahan Perusahaan (Jika
Berbadan Hukum);

8. Rekomendasi Dari Lurah M’engetalfm Camat;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP]

10. Pas-Foto 4x6;

11. Map Snalhekter Plastik.

N

ol - L

Sistem
mekanisme dan
prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan
pemenuhan komitmen izin melalui sistem Oss.go.id atau
langsung ke Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan
Terpadu Satu Pinty;

2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan
pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk
pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima
berkas sebagai bukti pendaftaran izin ;

3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh
petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendam/
pertimbangan tekms,

4. Penerbitan atau peno?akan' izin melalui Sicantikcloud;

5. Pengambilan atau Pehyerahan surat izin /surat penolakan
melalui petugas Frong Of ice. -

JangkaWaktu
Pelayanan

| 5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan)

Senins.d Kamis : 08:00 s.d 16.00 Wlta Jum’at
08:00-5.d 17.00 Wita :

Biaya Tarif

Ada biaya /Retribusi Sesuai Peraturan Daerah

Produk Layanan

—

Penerbitan Nomor Induk (NIB)

Persetujuan Komitmepn melalui Izin OSS

Pembeian Bantuan laysnan Sijempol

Pemberian peningkatan pelaku usaha melalui Bimtek yang
bekerja sama dengan Kemitraan dan Perbankan

5. Perbitan Surat Permmtaan Rekomendasi Teknis oleh OPD
Teknis i :

6. Surat keterangan yang menerangkan dalam proses layanan
perizinan bagi yang meerIukan Pelaku Usaha

C oLl

Penanganan

pengaduan,

sarana dan
masukn

1. Pengaduan dapat dilhkukan secara sfertulis melalui surat
‘yvang ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
- PTSP Kab. Buton Tengah;

2. Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via;

K
L)

4
3




a
b
C.
d
€
f.

g

. Telepon:
. SMS/WA:082352058440

Email: utengdpmp_r‘,sp_g gmail.com

. Facebook : Buterrg DPMPTSP
. Instagram : @buteng_dpmptsp

Twitter : @buteng dpmptsp
Website dpmptspbutontengah com

Waktu pelayanan aduan 3 (tiga) hari;
Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan |
adalah :

a.

Verifikasi aduan;

b. Mediasi;

C.

Koordinasi dan cek lokaSL,

d. Sanksi.

Dasar Hukum

10.

11,

Undang-undang  Nomor 25  Tahun 2009
TentangPelayanan Publik;

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah;- e

Peraturan Pemermtah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang
Izin ngkungan ;

Peraturan Menteri Republik IndoneSIa Nomor 24 Tahun
2018 Tentang Pelayanaan * Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Standar Pelayanan; '

Peraturan Menreri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraanpelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

Peraturan Menten ngkungan Hidup Kehutanan Nomor
P.25/MENLHK/ “« SETJEN/KUM.1/7/2019  Tentang
Pedoman Penetapan Jenis Rencaha Usaha Dan / Atau
Kegia’ﬁan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan
Limbah Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Hidup Dan SPPL;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan nomor
P.26/ MENLHK/ ' SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan
Dokumen Lingkungan. 'Hudup Dan Pelaksanaan
Pelayanan ,Perizinan Perusaha Terintegrasi Secara
Elektronik; - : ‘ .
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor
P.38/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang fjenis |
rencana usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki
analisis mengenai dampak lingkungan hidup;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

s A




Nomor P.5/MENLHK /SETJEN/
KUM.1./7/201 9Tentang?erubahaf1Atas Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor
P.22/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/7/2018 Tentang Norma
Standar Prosedyr Dan ' Kriteria Pelayanan Perizinan
Terintegrasi - Secara Eletronik Lingkup
Kementrianlingkungan Hidup Dan Kehutanan; g

12. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 28 Tahun 2021
Tentang Perubahan Peraturan Bupati Buton Tengah
Nomor 24 Tentang Pendelegasian Kewenanagan
Pelayanan Perizinan Maupun Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman

13. Modal dan Pelayanan Périzinan.

Sarana dan 1. Sarana:
Prasarana atau a. Kendaraanroda 2 danroda 4;
Fasilitas b. Meja dan kursi;
c. Komputer dan kelengkapan;
d. Aplikasi pelayanan;

e. Alattulis kantor;
f. Formulir;
g. CCTV; ' |
h. TV; ’
i, «-AC;
j. Loket InformaSI,
+k. Nomor Antriap Non Elektronik

. Buku registrasi;

m. Buku peraturan perundang-undangan.
2. Prasarana dan fasilitas; . .
a. Loket pelayanan;
b. Ruang konsultasi dan pengaduan;
¢. Ruang pendampingan }zfyanan prioritas ;
d. Toilet; '
e. Ruang menyusui;
3. Fasilitas disabilitas;
a. Mushola; ) 1
b. Ruang tunggu; '
¢. » Ruang bermain anakl;_'
d. Lahan parkir;,
e. Ruang tim teknis;
f. Jaringan Wifi. -

Kompetensi  |1. Front Office harus berijazah SMA maupun D3 ataupun S1
Pelaksanaan yang sederajat - :

2. Harus memiliki . kemampuan ﬁen’goperasikan
Computer/Paham IT ,
3. Harus berijazdh/Sertifikat: Pelatlhan Bldang Pengembangan
Penanaman Modal secara Berjenjang

4. Mempunyai sertifikat OSS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko) | f



10. Prosedur, 1. Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik :
sistem dan a. Bimbingan teknis PTSP .
mekanisme b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office
2 Memllllﬂsklﬂpengoperaswnsystemberbasxs ' informasi
teknologi (IT);
3. Memiliki kemampuan menganalisis maksud dan tujuan
pelayanan melalui apllkam dan peraturanperundang-
undangan. - ‘g
11. Jumlah Pelaksanaan pelayanan terdm dari:
pelaksana 1. Petugas informasi;
2. Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas,
3. Petugas teknis; : ,
4, Petugas pencetak dan penerblt izin;
5. Petugas pencatatan Izin;
6. Pejabat penandatanganan izin;
7. Petugas loket penyerahan izin,
12. Pengawasan . | Dilakukan oleh:
’ Internal 1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah; - *
2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan;
3. Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan Iklim
Penanaman Moda] ;
4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman
Modal; % s
5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Penanaman Modal.
b S Jaminan 1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya
keamanan dan tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode;
keselamatan 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanansangat di
pelayanan utamakan dan bebas dari pungutan liar.
14. | EvaluasiKinerja | 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); ]
Pelaksana 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; |
3. Sistem Informasi Perizinan; '
4. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala;
5.

Kotak saran dan kotak pengaduan.
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STANDAR PELAYANAN i

SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No

Produk
Layanan

|

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

Persyaratan
Pelayanan

1.
2.
3.

G ® 3 o ot

15,

11,

12,

13
14,

Surat permohonansbermateral, =k
Pas Foto 4x6; 2 *
Surat Kuasa dari . Pemilik atas Pengurusan Izm (Jika
Dikuasakan); ) & -

Fotokopi Akta Pendman] Perubahan: ,Perusahaan (*}Jika
Berbadan Hukum);

Fotokopi Dokumen Kepemilikan Tanah;

Izin Pendirian Bangunan Yang Telah D1m111k1

Gambar Rencana Bangunan; ;

Rencana Anggaran Biaya (RAB] ;

Pengesahan Site P!an,

. Surat Pernyataan Koordmator Dlrelctl Pengawasan Dan

Pengkajian Teknis;, °_

Surat Pernyataan f(oordmator Direkti: 'Pengawasan Yang
Mempunyai Izin Pelaku Teknis Bangunan. (IPTB};

Laporan Kajian Teknis oleh Pengkaji Yafig Mempunyai [zin
Pelaku Teknis Banglihan (IPTB); . '
Surat keterangan selésai membangun; -

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;-

Map Snalhekter Pla;suk dan materai Rp 10 000 masing-
masing 3 (tiga) buah;‘lembar .

Sistem
mekanisme
dan prosedur

Pemohon menga]ukzln permohonan persetujuan pemenuhan
komitmen izin melahu sistem Oss.go.fd atau langsung ke
Dinas Penanaman M:;dal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Pemohon menyetor berkas permohenan persetujuan
pemenuhan komltmen izin kepetugas .Front Office untuk
pemeriksaan berka$ permohonan, apublla lengkap dan
memenuhi persyaratan, pemohon menérima tanda terima
berkas sebagai buktijpendaftaran izin; #

Pemrosesan perseh%uan pemenuhan komitmen izin oleh
petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasx/
pertimbangan teknis;

Penerbitan atau penolakan izin melalui Sicantikcloud;
Pengambilan atau Penyerahan surat izin /surat penolakan
melalui petugas Frpnt Office.

Jangka Waktu
Pelayanan

5 (Hari) Jam (kerja'P:}layanan) :
Senins.d Kamis  : *08:00 s.d 15.30 Wita Jum’at

08:00 s.d 17.00 Wita

Biaya Tarif

Tidak ada biaya (Gratis)

Produk Layanan

1. Penerbitan Nomor Induk (NIB) ¢
2. Persetujuan Komitmen melalui lzin 0SS
3. Pembeian Bantuan layanan Sijempol
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A Pemberiaﬁ peningkatan pefaku usaha melalui Blmtek yang

bekerja sama dengan Kemitraan dan Perbankan

. Perbitan Surat Permmtaan Rekomendasr Teknis oleh OPD

Teknis

. Surat keterangan yang menerangkan dalam proses layanan

perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha

Penanganan

pengaduan,

sarana dan
masukn

™ e oA gop

. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat

yang ditunjukan kepada Kepala Dinas-Penanaman Modal

PTSP Kab. Buton Tengah; ' |

Pengaduan, Saran clap Masukan Secara Langsung v1a,
Telepon: 4

SMS/WA: 0823520584-40 .

Email: - il

Facebook: Buteng DPMPTSP ‘

instagram : @buteng dpmptsp ~ *

Twitter : @buteng dpmptsp - i

g. Website dpmptspbutontengah cot

Waktu pelayanan aduan 3 (tlga] hari; :

Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan

adalah : ,«.

a. Verifikasi aduan.-

b. Mediasi Y

c. Koordinasi dan cék lokasi

Sanksi.

Dasar Hukum |

Undang-Undang Rei!ubhk Indonesia Ntamor 28 Tahun 2002
Tentang Bangunan Gedung,

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruangan

Undang Undang. Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik;

Undang- Undang Nomor 23 Tah‘un 2014 Tentang
Pemerintahan Daérah; : |

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun
2002 Tentang Bahgunan Gedung; .
Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor* 24 Tahun
2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik;

Per aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Talfun 2014 Tentang

Pedoman Standar Pelayanan; L :

Peraturan Menteri Pekerja Umum Dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesian Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin
Mendirikan Bangunan;




P

T e oot

10.

11,

12.

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
daerah; -

Peraturan Menteri Pekerja Umum Dan Perumahan Rakyat
Republik Indonem_a Nomor 06/PRT/M/2017 Tentang
Perubahan PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Dam
Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor05/PRT/M/2016 * Tentang ' Izin  Mendirikan
Bangunan Gedung '

Peraturan Menteri Pekerja Umum Dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang
Penyelenggaraan * Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Melalui Perizinan Berusahg Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Pevaturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat. Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik
FungsiBangunan Gedung.

Sarana dan
Prasarana atau
Fasilitas

a.

C.

e.

o AN PP

FETCEFR MO A O

b.

q.

1. Sarana:

Kendaraan roda 2 danroda 4;
Meja dan kursi;

Komputer dan kelengkapan,
Aplikasi pelayanan,

Alat tulis kantor;

Formulir ;

CCTV;

TV;

AG; '

Loket InformaSI

Nomor Antrian-Non Eiektromk
Buku registrasi;

m. I;)uku peramranperundang-undangan
2. Prasarana dan fasilitas:

Loket ‘pelaj;anan;

Ruang konsultasi dan pengaduan;
Ruang pendampingan layanan prioritas;
Toilet; y

Ruang menyusui ;

3. Fasilitas disabilitas;

Mushola; ‘
Ruang tunggu;- .
Ruang bermain anak;’
Lahan parkir;

Ruang tim teknis;
Jaringan Wifi.
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1. Front Office harus berljazah SMA maupun D3 ataupun Sl yang

9. [Kompetensi
Pelaksanaan sederajat :
2. Harus memiliki kemampua;l’ mengoperasikan
Computer/PahamIT . ‘ ‘
3. Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan Bldang Pengembangan
Penanaman Modal secara Berjenjang %
4, Mempunyai sertifikat OSS yang sesuai RBA (Berbasis Resxko)
10. | Prosedur, 1. Memahami tugas danfungsi pelayanan pubhkyangbalk
sistem dan a. Bimbingan tekms PTSP
mekanisme b. Bimbingan tekms exceHentSerwcebaglFronr Dﬁ‘ice

2 Memlhklskulpengoperas;ansystemberbams informasi
teknologi (IT);

3. Memiliki kemampuan menganalisis maksud dan' tujuan
pelayanan melalui aplikasi dan peraturanperundang-
undangan. " -

11. | Jumlah Pelaksanaan pelayanan terdiri dari:
' pelaksana 1. Petuggs informasi;

2. Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas,

3. Petugas teknis;

4. Petugas pencetak dan penerbit izin;

5. Petugas pencatatan Izin;

6. Pejabat penandatanganan izin;

7. Petugas loket penyetahan izin. )

12. | Pengawasan Dilakukan oleh : “
Internal 1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah;
2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan;
3. Kepala Bidang Kepala Bida‘ng Pengembangan . Iklim
Penanaman Modal; '
4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pe]aksanaanPenanaman
Modal; 5 ' %y
5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Slstemlnformas1
Penanaman Modal.
13. | Jaminan 1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya tanda
keamanan dan tangan pejabat berwenang dan tanda barcode;
keselamatan 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanansfmgat
pelayanan diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
14. | Evaluasi IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ;
Kinerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
Pelaksana Sistem Informasi Perizinan;

Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala;

Vo e

Kotak saran dan kotak pengaduan.



STANDAR PEIAYANAN

SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No | Produk Layanan ‘SIM PBG -
1 Persyaratan 1. DOKUMEN TANAH,_ .
Pelayanan e Bukti Keﬁ(amilikan .

¢ Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar
bangunan gedung yang sudah ada (ekszstlng] pada
area/persil yang akan dibangun
2. DOKUMEN UMUM '
¢ Informasi KTP/KITAS*
¢ Informasi KRK/KKPR*
e Surat Perjarjian pemanfaatan tanah antara pemilik
tanah dan Pemilik Bangunan Geédung
* Data
e - Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha
atau perseorangan
e . - Arsitek berlisensi -
3. DOKUMEN ARSITEKTUR -
e Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan,
Tampak dan detail Bangunan Gedung
e Spesifikasi teknis, mehputl spesifikasi umum dan
spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik
' material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh ufituk kqmponen arsitektural)
4. KETENTUAN TEKNJS STRUKTUR
o Perhitungan Tgknis sederhana dan Gambar Rencana
Fondasi, Basefnen Kolom, Balok, pelat lantai dan
Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya
(dalam hal barigunan gedung lebih dari 1 lantai maka
dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana
plat lantai. 2.:Gambar dinding geser (bila 'ada) 3.
Gambar basemégn (bila éda]
* Gambar Detail Stfuktu o %
¢ Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan
llspes1ﬁk351 khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik
material/bahan yang digunakan secara lebil detail dan
menyeluruh untuk komponen struktural)
 Spesifikasi yang dimaksud antara lain :
* Material retrofit,
« Material stryktur penahan gempa,
spracetak dan prategang sambungan mekanis
5. DATA TEKNIS MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, PLAMBING
. Perhltungan teknis Sederhana dan Gambar jaringan
listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan
pencahayaan ’
 Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Sistem
Sanitasi Yang -Terdiri Pengelolaan Air Bersxh Air
«Limbah, AirHujan Dramase, dan Persampahan. J

"."

-
H




Sistem mekanisme
dan prosedur

1. Pemohon . mengajukan - permohonan Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG) melalui sistem SIMBG '

2. Pemohon Melengkapi dokumen Standar Tekms pada
sistem SIMBG

3. Sekretariat/Operator (Dinas Teknis) melakukan
pemeriksaan kelengkapan dokumen. Dalam hal dokumen
tidak sesuai, maka akan dkembalikan kepada pemohon g

4, Pengawas menugaskai TPT dan TPA melakukan
pemeriksaaan kebenaran dokume_n rencana arsitektur,
struktur, mekanikal elektrik, dan perpipaan. Dalam hal
apabila dokiimen tidak sesuai, maka akan dikembalikan
pada pemohon .

5. Sekretaris/ Operator (Dinas Teknis) melakukan
perhitungan teknis untuk retribusi :

6. Kepala dinas (Dinas ‘Teknis) melakukan pengesahan
"Surat Pemenuhan Standar Teknis" - _

7. Kepala Dinas (Dinas Teknis) Melakukan penetapan

retribusi.
8. Operator (Dinas Perizinan) melakukan penaglhan
retribusi kepada pemohon

9. Pemohon melakukan pembayaran retribusi, duram waktu
pada tahap Penerbitan PBG maksimal 2 hari kerja tidak
termasuk waktu pembayaran oleh pemohon

10. Kepala Dinas (Dinas Teknis).melakukan pengesahan PBG

Jangka Waktu 5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan]
Pelayanan Senin s.d Kamis : 08:00s.d 16.00 Wita
' Jum'at : 08:00 s.d 15.30 Wita
Biaya Tarif Tidak ada biaya (Gratis)
Produk Layanan [Sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Penanganan 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat
pengaduan, sarana yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan masukn PTSP Kab. Buton Tengah;

2. Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via;
a. Telepon:
b. SMS/WA:082352058440
¢. Email:butengdpmptsp@gmail.com
d.Facebook: Buteng DPMPTSP
e. Instagram : @buteng dpmptsp
f. Twitter: @buteng_dpmptsp
g Website dpmptspbutontengahcom
3. Waktu pelayanan aduan 3 (tiga) hari;
4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan
masukan adaial’; | :
a. "Veriﬁkasi.adﬁan
b. Mediasi .
c. Koordinasi dan cek lokasi
5. Sanksi.

W




Dasar Hukum

B

Undang-Undang nomor- 25 Tahun 2009 'Tentang
Pelayanan Publik; " ’
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang- undang nomor 2 tahun 2017 tentdng jasa
kontruksi;

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan menteri pekerjaan umum republlk Indonesia
nomor 04/PRT/M/2011 tentang pedoman persyaratan
pemberian izin usaha jasa kontribusi nasional;

Peraturan menteripen'dayagunaanaparatur negara dan
reformasi birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang
pedoman standar pelayanan;

Peraturan menteri dalam negeri nomor 138 tahun 2017
tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
daerah;

Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan
rakyat republik Indonesia nomor 08/PRT/M/2019
tentang pedoman pelayanan perlzman kontruksi
nasional;

Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan
rakyat republik Indone51a nomor 14 tahun 2020. tentang
standar dan pedoman

10. pengadaan jasa kontruksi melalui penyediaan.

Sarana dan
Prasarana atau
Fasilitas

1.

2.

Sarana: .

‘Kendaraan roda 2 dan roda 4;
Meja dan kursi; X
Komputer dan kelengkapan
Aplikasi pelayanan;

Alat tulis kantor;

Formulir ;

CCTV;

TV;

AG;

Loket Informasi; .

Nomor Antrian Non Elektronik;
Buku registrasi;

m. Buku peraturan perundang-undangan.
Prasarana dan fasilitas:

a. Loket pelayanan;

b. Ruang konsultasi dan pengaduan;
c. Ruang pendamplngan layanan prioritas ;
d. Toilet; .

e.* Ruang menyusui ;' ‘

f. " Fasilitas disabilitas;

=« B T - P c W - o

g. Mushola;




h. Ruang tunggu;

i, Ruang bermain anak;

j, Lahan parkir; . -

'k Ruang tim teknis ' ¢

Kompetensi
Pelaksanaan

1. Front Office harus berijazah SMA maupun D3 ataupun S1
yang sederajat

2. Harus merniliki
Computer/Paham IT
3. Harus ben]azah/Sertlﬁkat Pelatihan Bldang Pengembangan
Penanaman Modal secara Berjenjang

4. Mempunyai sertifikat OSS yang sesuai RBA :(Berbasis
Resiko) '

Kemampuan mengoperasikan!

10.

Prosedur, sistem
dan mekanisme

1. Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik :
a. Bimbingan teknis PTSP
b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office
2. Memilikiskillpengoperasiansistem berbasis informasi
. teknologi (IT); .
3. Memiliki kemampuan menganalisis maksud
dan  tujuan - pelayanan  melalui aplikési dan
peraturanperundang-undangan. £

i1

Jumlah pelaksana

Pelaksanaan pelayanan terdiri dari:
1. Petugas inforniasi; .
. Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas;
. Petugas teknis; ]
. Petugas pencetak dan penerbit izin; .4
. Petugas pencatatan [zin;
. Pejabat penandatanganan izin;
. Petugas loket penyerahan izin;

N oy U b W

12.

Pengawasan
Internal

Dilakukan oleh :

1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah; *

2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan;

3. Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan Ikll.m
Penanaman Modal ;

4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Pepanaman
Modal; . :

5. Kepala Bidang _i’engelolah data dan Sistem

6. Informasi Penanaman Modal. ' .

13.

Jaminankeamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya
tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode;
Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanansangat di
utamakan dan bebas dari pungutan liar. '

N

14.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ;

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
Sistem Informasi Perizinan; .

Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala;

e

Kotak saran dan kotak pengaduan.
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STANDAR PELAYANAN

SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

’_N_O f:;:lllal; | IZIN U’SA'HA JASA KONTRUKSI |
1. Persyaratan 1. Surat permohonan bermaterai; ¥ g
Pelayanan 2. Nomor Induk Berusaha (b\iIB]; ‘

3. Izin Usaha Dari OSS (Online Single Submission);

4. Notifikasi Perijinan Dan Fasilitas Dari 0SS (Online Single
Submission); - | o

5. Fotokopi sertifikat badan usaha (SBU) Terbaru;

| '6. Fotokopi akta pendirian/perubahan perusahaa.i'n ".[*jika
| " berbadan hukum);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur tenaga
teknis dan non teknis;

8. Fotokopi izasa terakhir direktur, tenaga teknis -dan non
teknis; o ‘

9. Denah dan foto kantor yang muat papan nama;

10. Fotokopi sertifikat /ijazah keahlian;

11. Surat kuasa dari pemilik atas pengurusan izin (jika di
kuasakan);

12. Pasphoto 4x6; * .

13. 13.Map Snalhektei‘??lastik. __

2 Sistem 1. Pémohon meng'gjukan permohonan  persetujuan

mekanisme dan pemenuhan i(on"lité]en izin melalui sistem 0ss.go.id atau

PSR langsung ke Dtna% Penanaman Modal dan Pél-ayanan
Terpadu Satu Pinﬁi;;

2. Pemohon menyé.té)r berkas permohonan persetujuan
pemenuhan komiti"rnen izin kepetugas Front Oﬁ?qe untuk
pemeriksaan berka:s permohonan, apabila lengkap dan
memenuhi peréyargtan, pemohon menerima tanda terima
berkas sebagdi bi{kﬁi_ﬁpen'd'é&aran izin ;

3. Pemrosesan persetﬁjuaﬁ ‘pemenuhan komitmen izin oleh
petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/
pertimbangan tei{nis; .

4, Penerbitan atau penolakg‘;u.n izin melalui 0ss.go.id;
Pengambilan atau Penyei*-'.;han surat izin /surat penolakan
melalui petugas Front Office. ) |

3. | JangkaWaktu |5 (Har.i] Jam (kerja Pelayanan)

Y T




-
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Pelayanan

Senin s.d Kamis : 308:00 s.d 15.30 Wita Jum'at

08:00 s.d 15.00 Wita

Biaya Tarif

Tidak ada biaya (Gratis) =~ .

Produk Layanan

1. Penerbitan Nomor Induk (NIB)

2. Persetujuan Komitmen melalui Izin 0SS
s
4

Pembeian Bantuan layanan Sijempol

. Pemberian peningkatan pelaku usaha melalui BImtek yang

bekerja sama dengan Kemitraan dan Perbankan -
Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD |
Teknis $

Surat keterangan yang menerangkan dalam proses layanan

perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha °

Penanganan .
pengaduan,
sarana dan

masukn

Pengaduan dapat’ dilakukan secara tertulis melalui surat
yang ditunjuka_n;.}‘(elaacig 'Kepa;la Dinas Penanamz;n Modal
PTSP Kab. Boton Tengah; '

Pengaduan, Saran"dan Masukan Secara Langsung via;
Telepon:

SMS/WA:082352058440
Email:putengdpmptsp&gmail.com

Facebook :'Bufeng DPMPTSP

e. Instagram : @buteng_dpmptsp

e o T B

f. Twitter : @buteng_dpmptsp

g. Website ’ :d?pmptspkgutontengah.com

Waktu pelayanan aduan 3 (tiga) hari;

Tindak 1anjut'penangaﬁa1? pengaduan, saran dan masukan
adalah: |

a. Verifikasi aduan

b. Mediasi

c. Koordinasi dan cek lokasi

Sanksi. :

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Péléyanan
Publik; ‘ ¥ .
2.Undang - undang Nomor 7 Tahun 2014
TentangPerdagaﬁgan; |

Sarana dan
Prasarana atau
Fasilitas

Sarana:

a. Kendaraanroda 2 danroda 4;

b. Mejadan kurst;




k]

. Prasarana dan fasilitas:

c. Komputer dan kelengkapan;
d. Aplikasi pelayanan;

@"

Alat tulis kanfbr’;
f. Formulir; '_&':
g CCTV; -
h. TV; L :
i AG b,

j. Loket Informas; 4
k. Nomor Afitrian Non Elektronik;
I.  Buku registrasi;

m. Buku peraturan perundang-undangan.

a. Loket pelayanan;,

b. Ruang konsultasi dan pengaduan;

c. Ruang peﬁdéa_rppingan layanan prioritas ;
d. Toilet;

e. Ruang menyt;}sui J

f. Fasilitas disabilites;

g. Mushola; .___1*' _

h. Rnang tur_lgé;z;

[
.

Ruang bermain anak;
j. Lahan parkir; |

k. Ruang tim f:ekgis;

. Jaringan Wlfi

Kompetensi

g. . Front Office harus bérij:i;zah SMA maupun D3 ataupun S1
Pelaksanaan yang sederajat
. Harus memiliki kemampuan mengoperasikan
Computer/Paham IT |
. Harus benjazah/Sertlﬁkat Pelatihan Bldang Pengemlbangarﬁ )
Penanaman Modal ‘secara Berjenjang
. Mempunyai sertlﬁkat 0SS yang sesuai RBA ["Berbasxs Resxko]
10. Prosedur, . Memahami tugas dan fungst pelayanan publik yang balk
sistem dan a. Bimbingan tekms PTSP
mekanisme

k Mem111Ins)allpengoperasxansystemberbams informasi

b. Bimbingan tekms excellent Service bagi Front Ojﬁ ce

teknologi (IT);




3. Memiliki kemampuan menganalisis maksud dan tujuan
pelayanan melalui aplikasi dan peraturanperundang-

undangan.

11. | Jumlah pelaksana | Pelaksanaan pelayanan terdiri dari:

1. Petugas informasi;

Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas;
. Petugas teknis;

Petugas pencetak dan penerbit izin;

Petugas pencatatan lzin;

Pejabat penandatanganan izin;

N W

Petugas loket penyerahan izin.

12. Pengawasan Dilakukan oleh :

Internal 1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah;

2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan
Tengah;

3. Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
usaha;

4, Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman
Modal;

5. Kepala Bidang Pengelola Data dan Sistem

Informasi Penanaman Modal.

13. Jaminan 1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya
S tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcodq;
keselamatan a

pelayanan 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat

diutamakan dan ebas dari pungutan liar

14. | Evaluasikinerja [1. IKM (Indeks Keuasan masyarakat);

Pelaksanaan |y - gyalyasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

1

2

P’. Sistem Informasi Perizinan;

4. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secarar berkala;
5

. Kotak saran dan kotak pengaduan;




